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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Reviu IV Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019
Pengadilan Agama Watampone dapat kami selesaikan tepat waktu.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor:
5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelashan Rencana Strategis
Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola
pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governangedalam
berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem
akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagal bahan instrumen
utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagal salah
satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk
mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan
maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone secara garis besar diupayakan untuk
mendukung penjabaran prioritas nasiona pemerintah, antara lain dalam rangka
pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Atas tersusunnya Reviu IV Renstra 2015-2019, kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Reviu Renstra ini tersgji
dengan bak dan telah diupayakan disusun secara optimal. Namun kami menyadari
apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-
perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan
pimpinan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan

Agama Watampone yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”.

Watampone, 19 April 2018
N K etua Pengadilan Agama Watampone

Drs. H. Pandi, SH..M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Kondist Umum

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungaadPan Agama di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaiakpaha kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan iferaguna menegakkan
hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Watamponeaekawal depan Mahkamah
Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenangrnrmea, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingk&per.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yamgidmtasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sardpngan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperkénngotensi, peluang dan
kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agansaripone. Rencana
Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kdianu diuraikan ke dalam
rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didgkdengan anggaran yang
memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusiak@ngeten, ditunjang sarana
dan prasarana serta memperhitungkan perkembanggkutigan Pengadilan Agama
Watampone, baik lingkungan internal maupun eksteglaagai variabel strategis.

Selama beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agamaaripane telah
melakukan berbagai langkah kebijakan melalui progdan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Beiik merupakan Capaian

Kinerja Pengadilan Agama Watampone selama bebé&ahpa terakhir :

1) Penyelesaian Sisa Perkara

Tabel 1.1
Penyelesaian Sisa Perkara
Jumlah Sisa | Target Realisas Capaian
Tahun
Perkara % | Jumlah % %

2014 276 100 276 100 100
2015 271 100 271 100 100
2016 296 100 295 99,66 99,66

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja patian 2014, 2015, dan 2016

berturut-turut memperoleh capaian sebesar 100%ettaercapai. Tetapi pada
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tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %ettaidpk tercapai. Hal ini

terjadi karena Pemohon seorang PNS dan diberi kegam untuk mengurus
Surat Izin Cerai dari atasannya / pejabat yang &eawg sampai enam bulan,
namun Izin tersebut tidak ada realisasinya, darm jtegjadi jawab menjawab
dalam gugatan Konvensi Rekonvensi tentang Hartasddes. Oleh sebab itu
proses penyelesaian perkara 1228/Pdt.G/2016/PAahiip dari satu tahun.

2) Upaya Hukum Masyar akat Pencari Keadilan
a. Banding
Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukumgkat
banding dari tahun 2014 sampai 2017 dapat dililztapgabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya HukundBag

Jumlah Jumlah Perkara Target Redlisas Capaian
Perkara yang
Tahun .
Gugatan yang M engajukan o o o
Diputus Banding % | Jumlah)| % 7o
2014 1.345 22 90 1.323 98,36 109,29
2015 1.372 11 90 1.361 99,20 110,22
2016 1.296 14 95 1.282 98,92 104,13
2017 1.267 8 90 1.259 99,37 110,41

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, imdik&inerja
memperoleh capaian 109,29 %, melebihi target. Bddan 2015, capaiannya
meningkat menjadi 110,22 %. Namun capaiannya padant 2016
mengalami penurunan menjadi 104,13 %, karena taligetikkan menjadi
95%. Sedangkan pada tahun 2017 capaiannya kembaingkat menjadi
110,41 % karena target diturunkan menjadi 90 %.

Pengadilan Agama Watampone berusaha untuk lebibpgasan kepada
masyarakat dan berupaya memberikan putusan yaiiygrigtional sehingga
oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai skewdilan. Dengan
demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap gutBengadilan Agama

Watampone meningkat.

b. Kasas

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukumgkat kasasi
dari tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat padd tedyekut:
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Tabel 1.3
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukusakia

Jumlah Jumlah Perkara | Target Realisas Capaian
Tahun | Perkara yang % | Jumlah | % %
; M engaj ukan
Banding .
Kasas
2014 22 8 95 14 63,64 66,99
2015 11 3 95 8 72,73 76,56
2016 14 7 95 7 50,0( 52,63
2017 8 2 95 6 75,00 78,95

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, imdik&inerja
memperoleh capaian 66,99 %, tidak mencapai tafgatla tahun 2015
capaiannya meningkat menjadi 76,56 %. Namun pdudmta016, capaiannya
kembali menurun menjadi 52,63 %. Pada tahun 20d7aiannya meningkat
menjadi 78,95 %, meski tidak mencapai target. Hedetbut disebabkan oleh
ekspektasi masyarakat untuk memperoleh keadildradap putusan tingkat

Banding meningkat.

3) Implementas Pelayanan Publik
a. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2fasdljtas
Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanannadimagara
menanggung biaya proses berperkara di pengadilamnkuB adalah jumlah
perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pemtmb&iaya Perkara dalam
tiga tahun terakhir :

Tabel 1.4
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Jumlah Perkara

Tahun | Target | Realisas | Anggaran | Capaian

2015 80 104 31.280.000 130
2016 80 124 31.280.000 155
2017 60 69 23.460.000 115

Pemberian layanan melalui prodeo mengalami dinanp&aingkatan

dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.
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b. PosBantuan Hukum
Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besgir gara
pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidaknpmoakarena melalui
program ini masyarakat dapat memperoleh layanaorhuilerupa pemberian
informasi, konsultasi dan advis hukum serta pengmuatokumen hukum
yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perlakut adalah data
pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2015 :

Tabel 1.5
Data Pemberian Layanan Posbakum

Tahun Target Realisas Anggaran | Capaian | Keterangan
2015 192 perkara 192 perkarg 19.200.p0Q00 %
2016 760 Jam 760 Jam 76.000.000 100 % 1.041 perkara
Layanan Layanan terlayani
2017 520 Jam 520 Jam 52.000.000 100 % | 1.235 perkara
Layanan Layanan terlayani

c. Sidangdi Luar Gedung Pengadilan

Salah satu bentuk pelaksanaan “Justice for All”gyaigulirkan Ditjen
Badilag adalah pelaksanaan sidang keliling, yangupakan salah satu bentuk
upaya peningkatan pelayanan kepada publik yand swéngakses peradilan.
Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan depa@ntu dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang dihadapinya.

Tabel 1.6
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun | Jumiah | Jumiah Perkara Target Realisas Capaian
Kegiatan | yang Disidangkan % Tuilel % %
2014 12 731 95 731 100 105,26
2015 21 829 100 829 100 100,00
2016 16 1.032 100 1.032 10d 100,00
2017 16 714 100 714 100 100,00

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja padaun 2014 memperoleh
capaian 105%, melebihi target. Namun pada tahurb,26&paian menurun
menjadi 100% karena target dinaikkan menjadi 100%da tahun 2016 dan
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2017, capaian tetap 100%, target tercapai. Haklbetstercapai karena sidang

keliling dilaksanakan dalam model Pelayanan Terpetkara isbat nikah.

4) Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 1.7
Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi
Eksekusi
Tahun | SisaTahun | Permohonan | Dilaksanakan | Dicabut | Dicoret dari | Sisa
Lalu yang Diterima Register
2015 4 3 4 0 0 3
2016 3 6 4 2 0 3
2017 3 9 6 1 1 4
Tabel 1.8

Pelaksanaan Eksekusi

Tahun | Target | Realisasi| Capaian
2015 75 % 57,1 % 76,2 %
2016 100% | 66,67 % 66,67 %
2017 100% | 66,67 % 66,67 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 capa=murun menjadi
66,67%. Pada tahun 2017 capaian indikator tetagy/66, namun belum mencapai

target.

Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Watampone didukung oleh 50 pedaakan, yang
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabatgémiteraan / Fungsional, pejabat
eselon Ill, eselon IV dan staf. Adapun tenagais berjumlah 44 orang, yang
terdiri dari Hakim 24 orang, Kepaniteraan 16 oraag Kejurusitaan 4 orang.
Sedangkan tenaga non teknis / Kesekretariatanblatu4 orang, serta 2 orang staf.

Adapun tingkat pendidikan tenaga teknis menurus jeelamin adalah sebagai
berikut :

a. Hakim

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah ’

Jenis Kelamin

’ No Tingkat Pendidikan
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S1 S2 S3
1 | Laki-laki 1 14 1 16
2 | Perempuan 4 4 - 8
Total 5 18 1 24

b. Kepaniteraan

c. Kejurusitaan

Tabel 1.10

Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasal&ais Kelamin

No | JenisKelamin | Tingkat Pendidikan | Jumlah
S1 S2 S3
1 | Laki-laki 3 3 - 6
2 | Perempuan 9 1 - 10
Total 12 4 - 16
Tabel 1.11

Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasalkamns Kelamin

No | JenisKelamin | Tjngkat Pendidikan | Jumlah
S1 S2 S3
1 | Laki-laki 2 - - 2
2 | Perempuan 2 - - 2
Total 4 - - 4

Tenaga teknis inilah yang merupakan tulang punggqeryelesaian perkara

yang menjadi kompetensi absolut peradilan aganmngga kuantitas (pemenuhan

kebutuhan tenaga teknis) maupun kualitas tenagastéérsebut merupakan suatu
keniscayaan agar asas peradilan yang cepat dapajud.

Berikut ini merupakan tingkat pendidikan tenaga tehknis / Kesekretariatan
menurut jenis kelamin :

Tabel 1.12
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasaiknis Kelamin

No | JenisKelamin | Tjngkat Pendidikan | Jumlah
S1 | S2 S.3
1 | Laki-laki - 1 - 1
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2 | Perempuan 2 1 - 3

Total

1.2 Potensi dan Per masalahan
Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaatndaizelakukan analisis

strategi dalam manajemen perusahaan atau orgamgedisis ini berperan sebagai

alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangang terdapat dalam suatu

perusahaan atau organisasi serta menekan dampakndaman yang timbul dan

harus dihadapi.

Tabel 1.13

Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eketd

1. | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

2. | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatu
kompetensi Pengadilan Agama.

3. | Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)

4. | Memiliki gedung yang representatif

5. | Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah

KEKUATAN Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.
(STRENGHT) 6. | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan

Desktop

7. | Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

8. | Adanya Job description dan SK Penunjukan

9. | Adanya Renstra atau Program Tahunan

10.| Kekompakan / Komitmen Manajemen

11.| Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yan
memadai

ISU
INTERNAL 1. | Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sghing

implementasi SIPP dan proses upload putusan
terhambat.

2. | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang
Kepaniteraan dan Kesekretariatan

3. | Belum semua Perkara dapat terselesaikan

(tunggakan/sisa perkara)

=
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4. | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Kgelilin
/ Pelayanan Terpadu

5. | Belum optimalnya pelaksanaan SOP

6. | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan
jabatan yang diberikan / tugas.

7. | Kurangnya sarana dan prasarana.

KELEMAHAN
8. | Kedisplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan
(WEAKNESS) tugas belum maksimal.
9. | Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
10.| Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
11.| KHI Belum menjadi Undang-Undang
12.| Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis
dan Pustakawan)
13.| Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat
waktu
14.| Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

1. | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara

2. | Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat
bukti persidangan

3. | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah)
dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui
alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.

4. | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Watampone Kelas | A

PELUANG 5. | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di
(OPPORTUNITY) kabupaten Bone.

6. | Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam
pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang
ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)

7. | Meningkatnya volume perkara

8. | Stabilitas politik yang kondusif

9. | Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan
tinggi di Kabupaten Bone.

ISU
EK STERNAL 10.| Penduduk wilayah Kabupaten Bone mayoritas

beragama Islam.
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1. | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahk
secara hukum negara.
2. | Masih banyak masyarakat yang belum memahami
mekanisme berperkara di pengadilan.
3. | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BpP4
4. | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang
perkawinan masih minim
5. | Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur
ANCAMAN 6. | Adanya pemalsuan dokumen
(THREAT) : _ :
7. | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatiaiak
memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.
8. | Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak
mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
9. | Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian
kurang terjangkau oleh masyakat pencari keadilan
10| Fasilitas transportasi umum di daerah terpenciimin
11.| Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum
dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.
Tabel 1.14
Hasil Perhitungan Survey
INTERNAL FACTOR
Kode Kekuatan (S) Nilai | Bobot | Relating | Score
S1 | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas 232,5 0,03 5,93
S2 | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan 236 2,5 0,03 5,90
Perundang-undangan yang berlaku), yang mengatur
kompetensi Pengadilan Agama
S3 | Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) 15,5 |2 0,03 5,38
S4 | Memiliki gedung yang representatif. 210 2,5 0,03 5,25
S5 | Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintalh 209 2,5 0,03 5,23
Daerah, Kemenag dan instansi terkait.
S6 Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan 204 2,5 0,03 5,10
Desktop.
S7 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 203 2,5 0,03 5,08
S8 | Adanya Job description dan SK Penunjukan. 202 2,5 0,03 5,05
S9 Adanya Renstra atau Program Tahunan. 201 2,5 0,03 5,03
S10 | Kekompakan/Komitmen Menejemen. 195 2|5 0,03 84
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S11 | Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawag yan 196 2,5 0,03 4,90
memadai.
Total 2308 | 27,5 0,275 57,7
Kode Kelemahan (W) Nilai | Bobot | Relating | Score
W1 | Jaringan internet dari ISP sering bermasalah 190 2,5 0,03 4,75
sehingga implementasi SIPP dan proses upload
putusan terhambat.
W2 | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang | 186 2,5 0,03 4,65
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
W3 | Belum semua Perkara dapat terselesaikan 184 2,5 0,03 4.6
(tunggakan/sisa perkara).
W4 | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang 178 2,5 0,03 4,45
Keliling / Pelayanan Terpadu.
W5 | Belum optimalnya pelaksanaan SOP. 1¥7 2,5 0,03 ,4254
W6 | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalamaratas175 2,5 0,03 4,375
jabatan yang diberikan/tugas.
W7 | Kurangnya sarana dan prasarana 174 2,5 0,03 1,35
W8 | Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam 173 2,5 0,03 4,325
melaksanakan tugas belum maksimal
W9 | Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas 172 5 2, 0,03 4,3
W10 | Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan 171 2,5 0,03 4,275
Kesekretariatan
W11 | KHI Belum menjadi Undang-Undang. 170 2,5 0,03 4,25
W12 | Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsipari 166 2,5 0,03 4,15
dan Pustakawan).
W13 | Belum semua perkara diputus dan diminutasitepa 165 2,5 0,03 4,125
waktu.
W14 | Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas. 1642,5 0,03 4,1
Total 2445 35 0,35 61,125
EXTERNAL FACTOR
Kode Peluang (O) Nilai | Bobot | Relating | Score
01 | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan 216 2,5 0,03 5,40
Panjar Biaya Perkara.

02 Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalis|r 215 2,5 0,03 5,38
alat bukti persidangan.

03 | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya IndahR14 2,5 0,03 5,35
dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui
alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.

04 | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama | 213 2,5 0,03 5,33
Watampone Kelas | A
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O5 | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di | 201 2,5 0,03 5,03
kabupaten Bone.
06 | Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam 187 2,5 0,03 4,68
Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan para pihak
yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).
o7 Meningkatnya volume perkara. 200 2,5 0,03 5,00
08 | Stabilitas politik yang kondusif. 188 2,5 0,03 ,7&1
09 | Terdapat beberapa Lembaga Pendidikan Perguruag4 2,5 0,03 4,60
Tinggi di kabupaten Bone.
010 | Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas 212 2,5 0,03 5,30
beragama Islam
Total 2030 25 0,25 50,75
Kode Ancaman (T) Nilai | Bobot | Relating | Score
T1 | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak 198 2,5 0,03 4,95
disahkan secara hukum negara
T2 | Masih banyak masyarakat yang belum memahamil93 2,5 0,03 4,825
mekanisme berperkara di pengadilan.
T3 | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga| 175 2,5 0,03 4,375
BP4.
T4 | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang | 181 2,5 0,03 4 525
perkawinan masih minim.
T5 | Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur 192 2,5 0,03 4,8
T6 | Adanya pemalsuan dokumen. 156 2,5 0,03 3,9
T7 | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan | 179 2,5 0,03 4,475
tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit
terjangkau.
T8 | Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak180 2,5 0,03 4,5
mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
T9 Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian 155 2,5 0,03 3,875
kurang terjangkau oleh masyakat pencari keadilan.
T10 | Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil | 177 2,5 0,03 4,425
minim.
T11 | Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum76 2,5 0,03 4.4
dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.
Total 1962 27,5 0,275 49,05

Tabel 1.15

Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal BendasaHasil Survey

1. | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

2. | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur
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ISU
INTERNAL

kompetensi Pengadilan Agama.

Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)

Memiliki gedung yang representatif

Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah
Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.

KEKUATAN 6.

Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan
Desktop

ak

(STRENGHT)
7. | Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
8. | Adanya Job description dan SK Penunjukan
9. | Adanya Renstra atau Program Tahunan
10.| Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai ya
memadai.
11.| Kekompakan / Komitmen Manajemen
1. | Jaringan internet dari ISP sering bermasalaingeh
implementasi SIPP dan proses upload putusan
terhambat.
2. | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
3. | Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tuagg
/ sisa perkara)
4. | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang
Keliling / Pelayanan Terpadu
5. | Belum optimalnya pelaksanaan SOP
6. | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalamdratas
KELEMAHAN jabatan yang diberikan / tugas.

(WEAKNESS) [ 7.

Kurangnya sarana dan prasarana.

Kedisplinan hakim dan pegawai dalam melaksana
tugas belum maksimal.

kan

Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.

10

Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

11.

KHI Belum menjadi Undang-Undang

12.

Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsipar

dan Pustakawan)

S

13.

Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepa
waktu
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14.| Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas

1. | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan
panjar biaya perkara

2. | Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalesir gl
bukti persidangan

3. | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah
dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui
alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.

4. | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Watampone Kelas | A

5. | Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas
PELUANG beragama Islam.

(OPPORTUNITY)

6. | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di
kabupaten Bone.

7. | Meningkatnya volume perkara

8. | Stabilitas politik yang kondusif

9. | Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam
pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang
ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)

10.| Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan

tinggi di kabupaten Bone.
ISU

EKSTERNAL

1. | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak
disahkan secara hukum negara.

2. | Masih banyak masyarakat yang belum memaham
mekanisme berperkara di pengadilan.

3. | Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur

4. | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang
perkawinan masih minim

ANCAMAN 5. Meningkatnyajumlah penqluduk miskin yang tidak
mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
(THREAT)

6. | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatiaak
memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkgu.

7. | Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil
minim.

8. | Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum
dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.

9. | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4

10.| Adanya pemalsuan dokumen.
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11.

Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian
kurang terjangkau oleh masyakat pencari keadilan.

Tabel 1.16
Analisis SWOT
Strengths (S) Weaknesses (W)

. Adanya Kelembagaan dan

Kewenangan yang jelas

1.

Jaringan internet dari ISP
sering bermasalah sehingg
implementasi SIPP dan
proses upload putusan
terhambat.

je)

. Adanya Dasar Hukum yang

jelas (Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku) yan
mengatur kompetensi
Pengadilan Agama.

2.

«

Kurangnya jumlah dan
kompetensi SDM bidang
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

. Adanya Standard Operasion

Prosedur (SOP)

3.

Belum semua Perkara dapat
terselesaikan (tunggakan /
sisa perkara)

. Memiliki gedung yang

representatif

4

. Keterbatasan dana perkara|

~

prodeo dan Sidang Keliling
Pelayanan Terpadu

. Memiliki hubungan yang baik

dengan Pemerintah Daerah,
KeMenAg dan instansi
terkait.

5.

Belum optimalnya
pelaksanaan SOP

. Dukungan Sistem Informasi

berbasis Web dan Desktop

6.

Kurangnya kesadaran aparat
/ pejabat dalam batasan
jabatan yang diberikan /
tugas.

. Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim

7. Kurangnya sarana dan

prasarana.

8. Adanya Job description dan

SK Penunjukan

8. Kedisplinan hakim dan

pegawai dalam
melaksanakan tugas belum
maksimal.

9. Adanya Renstra atau Progra

Tahunan

0. Masih terdapat pegawai

yang rangkap tugas.

10.Jenjang pendidikan formal

hakim dan pegawai yang
memadai.

10. Kurangnya pelatihan bagia

=

Kepaniteraan dan
Kesekretariatan

Opportunities (O)

Strategi SO

Strategi WO

1. Kerjasama dengan pihak
Bank berkaitan dengan

3 & 1: Mengoptimalkan Standar
Operasional Prosedur (SOP)

7 & 1: Meminimalkan
kurangnya sarana dan
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panjar biaya perkara

dengan menjalin kerjasama
dengan pihak bank berkaitan
panjar biaya perkara.

Strategi :

Kerjasama dengan Bank BRI
berkaitan penerimaan panjar
biaya perkara.

prasarana dengan
memanfaatkan kerjasama
dengan pihak bank berkaitan
dengan panjar biaya perkara,

Strategi :
Peningkatan sarana dan

panjar biaya perkara.

. Kerjasama dengan kantor,
POS untuk melegalisir alat
bukti persidangan

. Kerjasama dengan Radio
SDI (Suara Daya Indah)
dalam pemanggilan para
Pihak yang tidak diketahu
alamatnya (ghaib) dalam
perkara perceraian.

9 & 3: Mengoptimalkan
pelaksanaan Restra / Program
Tahunan dengan memanfaatkal
kerja sama dengan radio SDI
(Suara Daya Indah) dalam
pemanggilan pihak yang tidak
diketahui alamatnya (ghaib)
dalam perkara perceraian

Strategi :

Kerjasama dengan radio SDI
(Suara Daya Indah) dalam hal
pengumuman pemanggilan /
pemberitahuan .

3 & 3: Meminimalkan belum
optimalnya pelaksanaan SOH
nuntuk memanfaatkan kerja

Daya Indah) dalam
pemanggilan pihak yang tida
diketahui alamatnya (ghaib)
dalam perkara perceraian.

Strategi :

Sosialisasi SOP kepada hak
/ pegawai dan kerjasama
dengan radio SDI (Suara
Daya Indah) dalam hal
pengumuman pemanggilan /
pemberitahuan.

. Luasnya wilayah

yurisdiksi Pengadilan
Agama Watampone Kelag
A

2 & 4: Memaksimalkan adany.
dasar hukum vyang jelas

(Peraturan Perundang-undanganprodeo & sidang keliling /

yang berlaku) yang mengatur
kompetensi Pengadilan Agama
dengan memanfaatkan luas
wilayah yurisdiksi pengadilan
agama Watampone Kelas | A.

Strategi :

Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah dalam rangka
peningkatan kesadaran hukum
terkait kompetensi pengadilan
agama.

14 & 4: Meminimalkan
keterbatasan dana perkara

pelayanan terpadu untuk
memanfaatkan luasnya
wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Watampone Kelas |
A.

Strategi :

Pelaksanaan sidang keliling /
layanan terpadu, prodeo dan
Pos Bantuan Hukum.

. Penduduk wilayah
kabupaten Bone mayorita
beragama Islam.

. Adanya Lembaga Bantuar
Hukum / Advokat di
kabupaten Bone.

3 & 6: Meminimalkan
tunggakan / sisa perkara)
dengan memanfaatkan adany
Lembaga Bantuan Hukum /
Advokad di kabupaten Bone.
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Strategi :

Manajemen peningkatan
penyelesaian perkara.

7. Meningkatnya volume

perkara

1& 7: Mengoptimalkan adanya
kelembagaan dan kewenangan

yang jelas dengan memanfaatkan

meningkatnya jumlah volume
perkara.

Strategi :

Manajemen peningkatan
penyelesaian perkara.

. Stabilitas politik yang
kondusif

. Kerjasama dengan pihak
Pemerintah Daerah dalam

pemanggilan/pemberitahut

an bagi para pihak yang
ghaib (perkara kebendaan
dan perceraian).

5& 9: Mengoptimalkan
hubungan yang baik dengan
Pemerintah Daerah dengan
menjalin kerjasama dalam

pemanggilan/pemberitahuan bapi

para pihak yang ghaib (perkara
kebendaan dan perceraian).

Strategi :

Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah dalam pemanggilan /
pemberitahuan bagi para pihak
yang ghaib (perkara kebendaan
dan perceraian).

10.Terdapat beberapa lembal

pendidikan perguruan
tinggi di kabupaten Bone.

pd0 & 10 : Mengoptimalkan

jenjang pendidikan formal hakin
dan pegawai yang memadai
dengan memanfaatkan adanya
beberapa lembaga pendidikan
perguruan tinggi di kabupaten
Bone.

Strategi :

Kerjasama dengan perguruan
tinggi yang ada di kabupaten

2 & 10: Meminimalkan
kurangnya jumlah dan
kompetensi SDM bidang
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan dengan
memanfaatkan adanya

beberapa lembaga pendidika
perguruan tinggi di kabupater

Bone.

Bone dalam rangka peningkatanStrategi :

=}

N

N

kualitas SDM. )
Kerjasama dengan perguruar
tinggi yang ada di kabupaten
Bone dalam rangka
peningkatan kompetensi
SDM.
Treaths (T) Strategi ST Strategi WT

. Meningkatnya jumlah
perkawinan yang tidak
disahkan secara hukum
negara.

5& 1: Mengoptimalkan
hubungan baik dengan
Pemerintah Daerah, Kemenag
dan instansi terkait untuk
mengantisipasi meningkatnya

4 & 1: Meminimalisasi

keterbatasan dana prodeo dd

sidang keliling / pelayanan

terpadu untuk mengantisipa

meningkatnya jumlah

2]
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jumlah perkawinan yang tidak
disahkan secara hukum negara

Strategi :

Kerja sama dengan instasi terkg
dalam rangka peningkatan
kesadaran hukum dalam bidan
perkawinan.

perkawinan yang tidak
disahkan secara hukum
Negara.

Strategi :
it
Peningkatan anggaran dan

jpelaksanaan prodeo dan
sidang keliling / pelayanan
terpadu.

. Masih banyak masyarakg
yang belum memahami
mekanisme berperkara di
pengadilan.

t1& 2: Mengoptimalkan adanys
kelembagaan dan kewenangan
yang jelas untuk mengantisipas
masih banyak masyarakat yang
belum memahami mekanisme

2 & 2: Meminimalkan
kurangnya jumlah dan
kompetensi SDM bidang
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan untuk

berperkara di pengadilan. mengantisipasi masih banyak
_ masyarakat yang belum
Strategi : memahami mekanisme
o _ berperkara di pengadilan.
Sosialisasi SOP Penerimaan
Perkara di pengadilan agama. | Strategi
Peningkatan kualitas SDM dg
sosialisasi SOP Penyelesaian
Perkara di pengadilan agama
Watampone.
3. Meningkatnya jumlah 3& 3: Memaksimalkan 5& 3: Meminimalkan belum
perkawinan dibawah umur pelaksanaan standar operasionabptimalnya pelaksanaan
prosudure (SOP) untuk Standar Operasional Prosudure

mengantispasi meningkatnya
jumlah perkawinan di bawah
umur.

Strategi :

Sosialisasi SOP Layanan Itsbat
Nikah Volunter.

(SOP) untuk mengantisipasi
meningkatnya jumlah
perkawinan di bawah umur.

Strategi :

Sosialisasi SOP Layanan
Itsbat Nikah Volunter.

Kerja sama dengan instag
terkait dalam rangka
peningkatan kesadaran
hukum dalam bidang
perkawinan.

. Tingkat kesadaran hukum
masyarakat tentang
perkawinan masih minim

. Meningkatnya jumlah
penduduk miskin yang
tidak mampu membayar
biaya sita dan eksekusi.

. Infrastruktur (jalan raya) di
wilayah kecamatan tidak
memadai, terutama di

wilayah yang sulit

Reviu IV Renstra RA Watampone 2015 - 2019

17




terjangkau.

di daerah terpencil minim.

. Fasilitas transportasi umum

. Eksistensi kelembagaan
Pengadilan Agama belum
dipahami secara benar ole
sebagian masyarakat.

2 & 8: Memanfaatkan adanya
dasar hukum vyang jelas

yang berlaku) yang mengatur
kompetensi Pengadilan Agama
untuk mengantisipasi eksistensi
kelembagaan pengadilan agam
yang belum dipahami secara
benar oleh sebagian orang.

Strategi :

Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah dalam rangka
peningkatan kesadaran hukum
terkait kompetensi pengadilan
agama.

6 & 8: Meminimalkan

yang diberikan / tugas untuk
mengantisipasi eksistensi
kelembagaan Pengadilan

1 Agama yang belum dipahami
secara benar oleh sebagian
masyarakat.

Strategi :

Peningkatan manajemen
kualitas SDM.

Kurangnya kesadaran aparat
h(Peraturan Perundang-undanganpejabat dalam batasan jabatg

9. Kurang maksimalnya pera
dan fungsi lembaga BP4

o}

3 & 9: Meminimalkan
tunggakan / sisa perkara untd
mengantisipasi kurang
maksimalnya peran dan fung
BP 4.

Strategi

Manajemen peningkatan
penyelesaian perkara.

10.Adanya pemalsuan
dokumen.

6 & 10: Mengoptimalkan
dukungan Sistem Informasi
berbasis Web dan Desktop untu
mengantisipasi adanya
pemalsuan dokumen.

Strategi :

Pemutakhiran informasi perkarg
pada SIPP & Direktori Putusan
MA RI.

28

Stakeholders Beserta Kebutuhan dan Harapannya terhadap Pengadilan Agama

Watampone

~

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pdagasljama Watampone

Kelas | A tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.17

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pdaga&jama Watampone

Reviu IV Renstra RA Watampone 2015 - 2019

18




No. Pihak Berkepentingan Klasifikas Pihak
Berkepentingan
(Pilih Salah Satu)

Kunci | Utama | Penunjang

1. | Masyarakat pencari keadilan (para pihak) X
2. | Pengadilan Tinggi Agama Makassar X
3. | Mahkamah Agung RI X
4. | Pengadilan Agama Seluruh Indonesia X
5. | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamataesuai X
wilayah yuridiks
6. | Bank X
7. | Posbakum (Pos Bantuan Hukum) X
8. | Ekspedisi X
9. | RRI (Radio Republik Indonesia) X
10. | Advokat (Pengacara) X
11. | KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan X
Lelang)
12. | KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) X
13. | DJP (Direktorat Jenderal Pajak ) X
14. | Taspen (Tabungan Pensiun) X
15. | BKN/ Instansi Pemerintah Daerah yang menangani X
kepegawaian / PNS
16. | Badan Statistik X
17. | Kantor Kelurahan /Aparat pemerintah X
18. | Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan X
Sipil
19. | Komite SAPM X
20. | Kantor Pelayanan Pajak X
21. | Kantor Polisi X

Kebutuhan dan Harapan pihak berkepentingan yameyaeldengan Sistem Manajemen
Mutu Pengadilan Agama Watampone Kelas | A tedapm tabel berikut :

Tabel 1.18

Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan yargyReldengan Sistem Manajemen
Mutu Pengadilan Agama Watampone
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AN

An.

No. Pihak K ebutuhan dan Strategi Organisas Memenuhi
Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan Harapan
1. | Masyarakat 1 Permohonan / gugatan Penggunaan SDM yang kompeten,
pencari keadilan dapat segera (cepat) | penetapan dan pengembangan SOP
(para pihak) diputuskan bidang Kepaniteraan dan bidang
Kesekretariatan, penerapan teknologi
informasi yang andal dan mendukung
layanan masyarakat pencari keadilan

2 Biaya perkara Perhitungan biaya perkara berdasarka
terjangkau pada peraturan perundangan yang

berlaku.

3 Dikabulkannya prode¢ Perencanaan anggaran sesuai denga
(DIPA) estimasi kebutuhan prodeo wilayah

yuridiksi.

4 Persidangan perkara | Penetapan, pengembangan, dan
tepat waktu dan pemantauan pelaksanaan SOP bidan
transparan Kepaniteraan berjalan sesuai ketentus

5 Putusan memenuhi | Telaah berkas perkara, harus jelas
rasa keadilan subyek dan obyek hukumnya.

6 Hasil produk Penetapan, pengembangan, dan
pengadilan diterima | pemantauan pelaksanaan SOP bidan
tepat waktu Kepaniteraan berjalan sesuai ketentus

7 Monitoring informasi | Peningkatan dan pengembangan
perkara Teknologi Informasi (T1), Memberikan

informasi secara jelas kepada pencar
keadilan.

8 Mesin antrian sidang | Meningkatkan pengembangan
dan terlaksananya Teknologi Informasi dan Memperlanca
persidangan secara | jalannya sidang.
tertib dan teratur.

2. | Pengadilan 1 Meningkatnya Penyediaan dan penggunaan SDM y3
Tinggi Agama penyelesaian perkara| kompeten.
Makassar dan yang sederhana, tef
Mahkamah waktu, transparan dar
Agung RI akuntabel.

Ing

2 Meningkatnya
penyelesaian perkara
dalam jangka waktu 5
bulan

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan pelaksanaan SOP bidan
Kepaniteraan berjalan sesuai ketentus

an.

3 Meningkatnya
pelayanan perkara
miskin dan
terpinggirkan yang
diselesaikan secara

Penetapan, pengembangan, dan
pemantauan pelaksanaan SOP bidan
Kepaniteraan berjalan sesuai ketentus

an.
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tepat waktu.

4 Meningkatnya

Penetapan, pengembangan, dan

Pengadilan
Agama se-

pelayanan perkara pemantauan pelaksanaan SOP bidang
miskin dan Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
terpinggirkan yang

mendapatkan layanar

Posbakum secara tepat

waktu.

5 Meningkatnya Penerapan teknologi informasi yang
penyelesaian mendukung pelayanan, penyediaan
putusan/penetapan | SDM yang diperlukan.
secara tepat waktu dan
diunggah ke website.

6 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
penyelesaian minutasi pemantauan pelaksanaan SOP bidang
berkas perkara tepat | Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
waktu

7 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
administrasi pemantauan pelaksanaan SOP bidang
penerimaan perkara | Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
yang efektif, efesie
dan akuntabel

8 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
penyelesaian pemantauan pelaksanaan SOP bidang
administrasi putusan | Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
perkara yang efektif,
efesien dan akuntabe

9 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
pelayanan pemantauan pelaksanaan SOP bidang
penyampaian salinan Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
/ putusan tepat waktu

10 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
penerbitan akta cerai| pemantauan pelaksanaan SOP bidang
secara cepat dan tepat Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
waktu

11 Meningkatnya Penetapan, pengembangan, dan
pelayanan penyerahan pemantauan pelaksanaan SOP bidang
akta cerai secara cepatKepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
dan tepat waktu

1 Meningkatnya Mengefektifkan media online dan
kerjasama dalam hal | pemantauan pelaksanaan SOP bidang

pemenuhan bantuan

Kepaniteraan/ Kejurusiataan berjalan
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Indonesia

panggilan/PBT
Tabayun secara tepat
waktu

sesuai ketentuan.

2 Meningkatkan kerja

Mengefektifkan media online dan

sama dalam hal pemantauan pelaksanaan SOP bidang
delegasi untuk kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan
pelaksanaan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan Setempat
3 Meningkatkan Mengefektifkan media online dan
kerjasama dalam hal | pemantauan pelaksanaan SOP bidang
delegasi pelaksanaan Kepaniteraan/ Kejurusiataan berjalan
sita dan eksekusi sesuai ketentuan.
Kantor Urusan | 1 Diterimanya salinan | Intensifikasi koordinasi kemajuan
Agama (KUA) putusan cerai gugat /| laporan perkara ke unit satuan kerja
Kecamatan, cerai talak internal Pengadilan Agama Watampone
sesuai wilayah Kelas I A.
yurisdiks 2 Meningkatnya Meningkatkan koordinasi antara
pelaksanaan sidang | Pengadilan Agama Watampone Kelas |
terpadu istbat nikah | A, KUA serta Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil.
Instansi 1 Sidang perkara digelar Sosialisasi ketentuan peraturan atau
Pemerintah dengan petunjuk dari Mahkamah Agung kepada
Daerah yang memperhatikan Majelis Hakim yang menangani perkara
menangani ketentuan izin cerai gugat / cerai talak.
kepegawaian perceraian PNS, yaity
PNS dengan memperoleh
izin atau penolakan
dari pejabat yang
berwenang untuk
melakukan perceraiar
2 Adanya tembusan Intensifikasi koordinasi dan komunikasi
salinan Akta Cerai kemajuan laporan perkara unit satuan
pegawai yang menjadi kerja internal Pengadilan Agama
tanggung jawabnya | Watampone Kelas | A.
Bank 1 Tidak adanya Menindaklanjuti ketentuan Buku |

manipulasi biaya
perkara

tentang panjar biaya perkara,
peningkatan SDM di Meja | dan Kasir
serta pelaksanaan SOP Pengajuan /
Penerimaan Perkara

2 Mendapatkan

kepuasan pelanggan
secara finansial

1. Menyediakan SDM yang andal,
terampil, teliti dan memantau
pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan
Meja I.
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2. Melakukan transaksi yang
berhubungan dengan biaya perkara

3. Melakukan pencairan dana APBN
tepat waktu.

an.

an

a
lis

7. | Posbakum 1 Permohonan / gugataMelakukan evaluasi dan intensifkan
selesai tepat waktu, | koordinasi untuk peningkatan
benar serta lancarnya LayananMasyarakatpencarikeadilan
proses pengajuan
perkara di Pengadilan

2 Membantu atau Mengarahkan para pihak pencari

melayani para pemcafi keadilan untuk konsultasi dalam
keadilan pembuatan surat gugatan / permohon

8. | Kantor Pos 1 Terlaksananya prosesPenetapan, pengembangan, dan

pengiriman dan pemantauan pelaksanaan SOP bidan
penerimaan, persuratan.
dokumen-dokumen
berkaitan dengan
Kesekretariatan &
Kepaniteraan.
2 Peningkatan income | Legalisasi alat bukti dan pengiriman
dan kepercayaan para surat melalui Kantor Pos.
pelanggan.

9. | RRI Terlaksananya atau 1. Meningkatkat pemantauan
sampainya informasi pelaksanaan SOP bidang Kejurusital
melalui media elektronik | (Pémanggilan mass media).

2. Intensifkan koordinasi antara Panite
Pengganti dengan Jurusita dan Maje
Hakim.

3. Menyiapkan brosur dan memberikar
informasi kepada pencari keadilan
akan kemudahan dan percepatan
penyelesaian perkara bagi Tergugat
yang tidak jelas alamatnya.

10. | Advokad 1 Menjadi perantara / | Menetapkan kelengkapan syarat bagi

mewakili para pihak

seorang Advokad / Pengacara untuk
mewakili kliennya di Pengadilan seper
surat kuasa, kartu Anggota dan Berita
Acara Penyumpahan.

=

2 Mendapatkan

pelayanan dan

kepastian hukum bag
kliennya secara cepat
dan tepat

Menetapkan syarat bagi kelancaran
jalannya persidangan dengan
menyiapkan softcopy gugatan /
permohonan, jawaban, replik, duplik
dan kesimpulan.
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11. | KPKNL Penertiban asset BMN Meningkatkan SDMilpengelola
asset untuk diverifikasi oleh KPKNL
dan peningkatan pemantauan
pelaksanaan SOP bidang Umum.

12. | KPPN Memberikan pelayanan| 1. Menyampaikan dokumen pencairan
prima kepada satker- secara teliti dan tepat waktu untuk
satker verifikasi dan disetujui KPPN.

2. Meningkatkan pemantauan
pelaksanaan SOP bidang Umum da
Keuangan berjalan sesuai ketentuan.

13. | DJP Terealisasinya anggarap Membuat perencanaan dan
APBN melaksanakan perencanaan anggarat

yang sudah ditargetkan.

14. | TASPEN 1 Penertiban SK Pemantauan pelaksanaan SOP bidan

pensiunan tepat waktu Kepegawaian berjalan sesuai ketentu

2 Terlaksananya Menyiapkan dan melengkapi data-dat
jaminan hari tua ba¢ | pegawai yang akan pensiun dalam
pegawai yang pensiun paperless / SIMPEG

15. | BKN 1 Penerbitan SK Pemantauan pelaksanaan SOP bidan

pangkat tepat waktu | Kepegawaian berjalan sesuai ketentu

2 Terlaksananya Menyiapkan dan melengkapi data-dat
kesejahteraan pegawaipegawai secara akurat yang akan mu
dan administrasi atau naik pangkat dalam paperless /
kepegawaian SIMPEG

16. | Badan Statistik| Terpenuhinya informagi Pemantauan pelaksanaan SOP bidan
kepada masyarakat Kepaniteraan, Panmud Hukum berjal
tentang perkara yang sesuai ketentuan dan meningkatkan
diterima dan yang putus| koordinasi dengan instansi

17. | Kantor Terjalinnya hubungan [1. Relaas panggilan disampaikan ke

Kelurahan baik dan ter|ak3ananya kantor Desa / Kelurahan sesuai SOPR.
panggilan / 2. Meningkatkan koordinasi dalam
pemberitahuan sidang pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan
melalui aparat pemerintgh pemeriksaan setempat

18. | Pemda/Kantoy 1 Terlaksananya Sosialisasi ketentuan peraturan

Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipll

kerjasama antara
instansi tersebut dala
hal bantuan
pemanggilan /
pemberitahuan gaib
(selain cerai)

perundang-undangan tentang hal yan
mberkaitan dengan panggilan /
pemberitahuan putusan gaib

O

2 Tertibnya administras

i Meningkatkan koordinasi dengan

kependudukan

Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan
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dengan penerbitan | sidang terpadu istbat nikah
Akta Kelahiran

Komite SAPM Pengadilan Agama Peningkatan pelayanan pada pencari
menetapkan dan keadilan dan peningkatan sarana dan
melaksanakan sesuai prasarana

dengan aturan atau
standar yag telah

ditetapkan

Kantor Penanganan pajak Pengiriman SPT dan pembayaran pajak

Pelayanan Pajak pegawai terpenuhi reguler

Kepolisian Terlaksananya keamanan,Pemantapan,pengembangan dan
ketenangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang
ketertiban dalam Kepaniteraan, khususnya penyitaarn

pelaksanaan persidangal dan eksekusi putusan.

eksekusi putusan dan . Melakukan koordinasi dengan aparat
penyitaan keamanan / Kepolisia_n dan _
meningkatkan SDM bidang security.

N[>
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@ BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yangsefts sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja PelfgadAgama Watampone, yang
diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategkddPanjang Mahkamah Agung yang
telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agun@®10-2035 dan arah kebijakan
serta program pembangunan nasional yang telahaplt@b dalam Kerangka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2048yaedasar acuan penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pmugmengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaiadtam misi serta tujuan organisasi
pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone t&#045-2019 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersanmgema& upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja serta caracggaiannya melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan deghaistem kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai efektivas dareats.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakaaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yargin diwujudkan. Visi dan misi

merupakan dasar acuan dalam menjalankan tugasidgsi tintuk mencapai sasaran.

2.1. Visi dan Misi
« Visi
Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilam&g&/atampone
nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secamssidten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyatakengan mengacu pada Cetak
Biru Jilid 1l Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agamaatmpone mempunyai
visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai beriku

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "~
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 -203
l “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG” '

Reviu IV Renstra PA Watampone 2015 - 2019 26




Visi Pengadilan Agama Watampone adabakak down dari visi Mahkamah
Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisyetif yang diharapkan
dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai RPagaAgama Watampone

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

% Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksa sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlakskma terwujud dengan baik.
Adapun misi Pengadilan Agama Watampone untuk mencagi, adalah sebagai
berikut :
1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biagam dan transparansi.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peraddialam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efehktifisien
4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemendparayang efektif dan
efisien
5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasaranail@geradsuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melpfoses yang
partisipatif dan komprehensif dengan mengacu fzetak Biru Jilid Il Mahkamah
Agung RI.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
s Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yetah ditetapkan,
serta berorientasi pada visi dan misi tersebutudrumerupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Selapdratur Pengadilan
Agama Watampone telah mengupayakan agar semuaalarijkerja dalam
rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu ssdmpai lima tahun ke
depan vyang diformulasikannya dengan tujuan st®tedgentu dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yanbkditrebih dari itu,
perumusan tujuan strategis juga diupayakan selapahnatur Pengadilan Agama

Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misidgalyang telah dicapai
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mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merppda visi misi Mahkamah
Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi dangdanencapai tujuan
strategisnya dapat diukur, setiap tujuan stratggy ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap siptnadilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan alkelntab

b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan gerkaelalui
pemanfaatan teknologi informasi.

c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi makgtrmiskin dan
terpinggirkan.

d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pekeadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadigama Watampone
merupakan penjabaran dari tujuan dan program ye&ag tlitetapkan. Penetapan
sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikakug pada penyusunan
rencana kinerja dan alokasi sumber daya organidalm kegiatan atau
operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategist¢ome) yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Watampone sebagai berikut :
a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpdaarakuntabel,
b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaietap®e
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat ma&mterpinggirkan,
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
f) Meningkatnya transparansi peradilan,
g) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
h) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belargn,
I) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan nara&igi Pengadilan
Agama Watampone untuk mewujudkan visi dan misi Viatah ditetapkan dan

membuat rincian program dan kegiatan pokok yang aklaksanakan sebagai
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berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Meningkatkan dan memantapkan terselenggarany#& tadministrasi
Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku

Memantapkan penerapan penggunaan formulir adimaisiperkara
Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanamjan dan tahunan
serta menyampaikan laporan yang benar dan tepatiwak
Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyamam darasteril.
Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan NeBakan Pajak
(PNBP).

Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
Meningkatkan layanan untuk para pencari keadiemy kurang mampu
secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam$adtRar 309076.
Memaksimalkan upaya mediasi.

10) Percepatan penyelesaian perkara

11) Penyelesaian sisa perkara

12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap ganweaktu

13) Register dan pendistribusian berkas perkara kelisgpng tepat waktu

14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaiaputasan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasisTeainnya

Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1)

2)

3)

4)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik tek@p@niteraan dan
kesekretariatan.

Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluadengan
Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencandandah

Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Beaggnggaran
(Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.

Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pagavaik manual
maupun elektronik (SIKEP)

Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaponawentaris/BMN

dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplilReisediaan.

Reviu IV Renstra PA Watampone 2015 - 2019 29




5)
6)

7)

8)

9)

Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelo

Mengupayakan pembayaran langganan daya dan pms@rk(listrik,
PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tegtuw
Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Besm@aPengeluaran
dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun laikaya, serta
pengarsipannya.

Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi AnggaranaBel DIPA Satker
307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulagaleKPPN.
Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasggaran DIPA
Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui welisisedia.

10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.

11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukang akurat

dan lengkap untuk tahun 2017 secara tepat waktu.

12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparahkakhah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1)

2)
3)

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkunganadiiamg Agama
Watampone.

Meningkatkan tertib administrasi pelaksana peagadarang dan jasa.

Mengupayakan penghapusan barang-barang invekgarier yang rusak

berat.

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan kebdahagiari sasaran

strategis diperlukan penetapan suatu indikator ridngang disebut indikator

kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan imatikkinerja utama dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Pengadilan Agama Watampone

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJEL ASAN PENANGGUNG | SUMBER
UTAMA JAWAB DATA
1 | Terwujudnya a. Persentase sisa perkara Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan x 100% Panitera Laporan
Proses Peradilan yang diselesaikan Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan Bulanan
yang Pasti, dan
Transparan dan Catatan : Laporan
Akuntabel Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya Tahunan
b. Persentase perkarayang | Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan  x 100% Panitera Laporan
disel esaikan tepat waktu Jumlah Perkarayang ada Bulanan
dan
Catatan : Laporan
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus Tahunan
deselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
» Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang disel esaikan tahun berjalan
C. Persentase penurunan Tn.l-Tn x 100% Panitera Laporan
sisa perkara Tn.1 Bulanan
dan
Tn = Sisaperkaratahun berjalan Laporan
Tn.1 = Sisaperkara tahun sebelumnya Tahunan
Catatan :
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yang Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 100% Panitera Laporan
- - X (]
Tidak Mengajukan Upaya Jumlah Putusan Perkara Bulanan
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Hukum : dan
+ Banding Catatan : _ _ Laporan
. Kasas ¢ Upayahukum = Banding, Kasasi, PK Tahunan
. PK » Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin
puas atas putusan pengadilan
e. Index responden pencari : : Panitera Laporan
keadllan yang puas IndeX Kepuasan Pencari Keaj”an Bul anan
terhadap layanan dan
pengadilan Catatan - IT_:hpl(J)rr]gnn
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instans
Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
Peningkatan a Persentase Isi putusan Jumlah Isi Putusan yang diterimatepat waktu ~ x 100% Panitera Laporan
Efektivitas yang diterimaoleh para Jumlah Putusan Bulanan
Pengelolaan pihak tepat waktu dan
Penyelesaian Laporan
Perkara Tahunan
b. Persentase Perkarayang | Jumlah Perkarayang Diselesaikan melalui Mediasi  x 100% Panitera Laporan
Diselesaikan melalui Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Bulanan
Medias dan
Catatan : Laporan
PermaNo. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Tahunan
c. Persentase berkas Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi & PK secaralengkap x 100% Panitera Laporan
perkara yang dimohonkan | Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Bulanan
Banding, Kasasi dan PK dan
yang digjukan secara Laporan
lengkap dan tepat waktu Tahunan
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d. Persentase putusan yang Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan
menarik perhatian yang diupload dalam website Bulanan
masyarakat (ekonomi x 100% dan
syariah) yang dapat Jumlah putusan perkara Laporan
diakses secaraonline Tahunan
dalam waktu 1 hari sgjak
diputus

Meningkatnya a. Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Dirjen: L aporan

Akses Peragilan | Prodeo yang diselesaikan Jurmiah Perkara Prodeo x 100% Badilum, Bulanan

bagi Masyarakat Badilag, TUN dan

Miskin dan Catatan : dan Panitera Laporan

Terpinggirkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Tahunan
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

b. Persentase perkarayang | Jumlah Perkarayang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Dirjen: Laporan
diselesaikan di luar Jurnlah Perkara vana seharusrva, di sl esaikan x 100% Badilum, Bulanan
Gedung Pengadilan u 4l Vedg Per:jagll'l ! Badilag, TUN dan

I luar gedung Fengaditan dan Panitera Laporan
Catatan : Tahunan
e PermaNo. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
« Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c. Persentase Perkara Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan « 100% Ketua Laporan
- 0 -
Permohonan (Voluntair) Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan Pengadilan Bulanan
Identitas Hukum dan
Catatan L aporan
« PermaNo. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Tahunan
Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan
akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran
* SemaNo. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara
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Volunteer ishat nikah dalam pelayanan terpadu

¢ Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnyatidak jelas

¢ Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan
Dinas Kependudukan Catatan Sipil

d. Persentase Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Panitera Laporan
Keadilan Golongan Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum « 100% Bulanan
Tertentu yang Mendapat Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu dan
Layanan Bantuan Hukum Laporan
(Posbakum) Tahunan
Catatan :
* PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
¢ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanj uti « 100% Panitera Laporan
Kepatuhan Perdata yang Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Bulanan
Terhadap Putusan | Ditindaklanjuti (dieksekusi) yeng dan
Pengadilan Catatan - Laporan
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Tahunan
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BAB |11
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yangnig dalam RPJMN
tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam ramgieujudkan visiTerwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7
sasaran sebagai berikut :
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpdaarakuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaigqagze
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tggpiean.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparagdeteknis di lingkungan
Peradilan.
6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja gparadilan secara optimal.
7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan platihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, KeuaniganAset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memilithar kebijakan sebagai
berikut :
Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peragdag pasti, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagube
a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor:
142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nor:
017/KMA/SK/1I/2012 yang dilaksanakan dengan memt&adiamar penanganan
perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidanaushuksamar perdata (perdata
umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agam&ataar militer dengan
tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) memitkgn profesionalisme Hakim
Agung dan (3) mempercepat proses penanganan patkdahkamah Agung,

setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sbépgauaturan sistem kamar
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telah dilakukan, karena selain belum dilakukanmayaldksana administrasi/teknis
baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan iraptasi sistem kamar, juga
belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kasedringga penyempurnaan
penerapan sistem kamar ini dipandang sangat pddkudan dengan rencana
strategi : (a) penataan ulang struktur organis&sua dengan alur kerja
penanganan manajemen perkara, (b) penguddtetbaseperkara dan publikasi
perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengamtld&mn masing-masing

kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agurig ®@rkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamgbng dan 90% berasal
dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamalungguntuk melakukan
pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi kossigiatusan, hal ini
disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadithadap hasil putusan baik
di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehinggamicu para pihak
melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan mggis bersifat acak belum
sesuai perkara belum sesuai dengan keahlian méagiedan penanganan dengan
keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan padagagulilan Tingkat Banding
bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dagkati Pertama ditingkatkan
spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat daanadtiperbarui secara berkala.

. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahw&dingeberhasilan mediasi
yang menggunakan metoden-win solutiondan memakan waktu tidak lebih dari
2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efedeiiingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas penyelesaian perkard,jralisebabkan mekanisme
prosedur mediasi belum efektif mencapai sasararenkarmediasi belum
dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, beleimua hakim memperoleh
pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mésakang mediasi belum
seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga merekia fekus pada penyelesaian
perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bils&ukan penajaman metode
rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, memithkgk sosialisasi manfaat
mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembagasnddluar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpueskara, tidak mungkin
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selesai dengan mediasi saja, terutama perkaratpetdagan nilai gugatan kecil
untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukabbdsan hukum acara untuk
menyederhanakan dan meringankan biayasgell claim court Diharapkan ke
depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahasir@&WU Hukum Acara

ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agsngi dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SKZD09 tentang Jangka
waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Ryatadsan bahwa seluruh
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung hargsleBaikan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregisteneséara penyelesaian perkara pada
Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur mel8iuwiat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang PenyelesaiakaPelyang menyatakan bahwa
perkara-perkara perdata umum, perdata agama dearpéata usaha Negara, kecuali
karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa bBdnh6 (enam) bulan dengan
ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yangpbhgkutan wajib melaporkan
alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkalifia

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agungndaiareformasi
kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta tealaja kepastian hukum serta
merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyeiegmrkara dilingkungan
Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnyau&évahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK?2013 tentang
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkakgpimg Republik
Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwarhagyawarah dan ucapan harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak bergaskara diterima oleh Ketua
Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka wadnangannya ditentukan lebih
cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-pefRardata Khusus atau Perkara
Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).elemian perkara untuk
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkanaS&daran Ketua Mahkamah
agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang PenyelesaigkaiRedi Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkaonBeradilan menyatakan
bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tifgkéama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkada pe&ngadilan Tingkat Banding

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentwaktu termasuk penyelesaian
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minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan pgesgmn perkara Mahkamah
Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakelkanasi secara rutin melalui
laporan perkara.

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung memberobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifitertentu agar dapat
diselesaikan melalusmall claim courtsehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulatiagai payung hukum

terlaksananyamall claim court

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnyaesakseradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dergjaniga ) arah kebijakan, sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tét@id dilakukan dengan 3
(tiga) kegiatan yaitu :
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, SiEl realisasi
meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendatarkatasan anggaran untuk
memenuhi target bila dibandingkan dengan potensdydtuk miskin berperkara,
kesulitan pelaporan keuangan, juga sikap masyangka malu / tidak yakin
terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kandelapat dilakukan publikasi
manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat migkdnajaman estimasi
baselinebedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan gmgalokasi anggaran,
meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum [AM tentang
mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkara k&ma dengan
Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakaesendiri atas

pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling / Zitting plaats
Sidang Keliling /Zitting Plaatsyang dalam pelaksanaannya selain melayani
penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskinedainggirkan juga telah
dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yanlynbemempunyai hak
identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan aktei¢ebelum bisa menjangkau
dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan tgpkan karena

keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakydearajaman estimasi
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baselineberdasarkan data dan penguatan alokasi anggatamsamperkuat kerja
sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian D&ageri dengan

menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum
Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakéuk membantu
masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membagaokat dalam hal
membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak péncari keadilan diluar
persidangan non litigasi). Hal ini dilakukan agalak terjadi duplikasi dengan
kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakartulaanhukum bagi

masyarakat miskin berupa pendampingan secara ihdielalam persidangan.

Sasaran Strategis4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah ARQUmsgsuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138%3K/IX/2009 tentang
Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Ajungenyatakan bahwa
seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agbagis diselesaikan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di@gisementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat bandiagudimelalui Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentagmy®esaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umumatpeagama dan perkara tata
usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaararpesa terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan kdind?ertama yang
bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannyadkei§atua Pengadilan Tingkat
Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Muahka Agung dalam
mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajaranrsmasterlaksanya kepastian
hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lampagyelesaian perkara
dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilaivawlahnya, Ketua
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA olom:
119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyaabardan Ucapan pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ka tigenyatakan bahwa hari
musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling Brfiega) bulan sejak berkas
perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali tedyagerkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undangagn{faisalnya perkara-perkara
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Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwiessmda dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama darka&ir§anding dikeluarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 20dthibg Penyelesaian perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Bandiadap4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkasaREmhadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangypksaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam wakt(tiga) bulan, ketentuan
waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaidta@eMahkamah Agung
dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan asvakecara rutin melalui
laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Madath Agung membuat
terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yamgenuhi spesifikasi tertentu
agar dapat diselesaikan melauall claim coursehingga tidak harus terikat dengan
hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun lesjusebagai payung

hukum terlaksananysmall claim court

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga
Teknisdi Lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukamksgsessmentintuk Pejabat
setingkat Eselon lll dalam pengembangan organisasta pelaksanaan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat urpelabat setingkat Eselon llI
dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan nSig#anajemen SDM
Berbasis KompetensiCompetency Based HR Managementenempatkan ulang
dan mencari pegawai berdasarkan hassiessmenpelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutapécity building, menyusun standarisasi
sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilent pelaksana Diklat), serta
menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MalaékarAgung RI untuk

pembaharuan sistem manajemen informasi yang tenkiemgsi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan gaWasan,
permasalahannya adalah dengan berlakunya Per&araerintah Nomor : 94 Tahun
2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Y2ergda di Bawah Mahkamah
Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SKI008 tentang

Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksan@amberian Tunjangan
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Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Malstamgung RI dan Badan
Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lsguk Hakim. Untuk itu
diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yadg yang didukung oleh
keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudganingkatan kinerja, integritas
dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan pengasuegulasi penegakan disiplin,
peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badsadilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah betkrmaldnnya sistem evaluasi
kinerja yang komprehensif dengan tantangan belumnkagan mengenai klasifikasi
bobot perkara dan ukuran standar minimum produksvinakim dalam memutuskan
perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedang&imnsi yang ada yaitu telah
adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Stakderja Pegawai (SKP)
sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan kikaigya pendidikan dan pelatihan

penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan
Mahkamah Agung
Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangaamsisiformasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yandereana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai keriku
a. Transparans Kinerja Secara Efektif dan Efisien
Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya tebsmupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan inf@ingang diperlukan internal
organisasi maupun para pencari keadilan dan peag@sa layanan peradilan.
Namun demikian, dengan adanya perkembangan kelythivagga kini masih
banyak timbul keluhan dari para pencari keadilainsiBl lain, internal organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bavegjuigya masih merasakan
perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yamnprehensif dan
terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepaepnosiaksanaan tugas dan
fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapiharapkan tejadinya
peningkatan kualitas pelayanan informasi kepadayamakat, yaitu dengan
mengembangkan mekanisme pertukaran informasi amifratau antar institusi
atau yang dalam dunia teknologi informasi diseburtetoperability’ yaitu
kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukar4menukar informasi dan
mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunaitandar tertentu yang
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diaplikasikan secara bersama yang ditunjang demgiamologi informasi yang

memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntitds, kredibilitas, dan
transparansi serta menjadi organisasi modern berbhaterpadu adalah salah satu
penunjang penting yang akan mendorong terwujudragaB Peradilan Indonesia
yang agung.

Pengembangan Tl di Mahkamah Agung merupakan sa@mdukung untuk
mencapai hal-hal berikut ini:

1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan pengredikses terhadap semua
informasi yang relevan dari dalam dan luar pengaditermasuk putusan,
jurnal hukum, dan lainnya,;

2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, melipkses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasimintaan informasi, dan
kesaksian;

3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga panadyaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengases berbasis
komputer;

4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu aenghenggunakan
teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantaaarkdntrol atas kinerja;

5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingamisakenuju e-

learningatau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satoeganisasi di bawah
Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatnsiginggal yang dikelola
secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suaing@an komputer terpadu
yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaamsistformasi secara terpusat ini
akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang kendgisiseluruh lini organisasi
Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mupagjawai, serta

memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan mawgngelolaannya.

. Penguatan Regulas Penerapan Sistem Informas Terintegras

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkemgblaegitu pesat,
sehingga sangat banyak membantu dalam proses psaig#l pekerjaan disegala
bidang termasuk mempermudah dan mempercepat pretEsanaan tugas dan
fungsi di setiap unit kerja baik internal organisslshkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan ahlg ykomprehensif dan
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terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perluatol@n-aturan agar dapat

tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu Kiohg regulasi yang dapat
mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasaatupan dan regulasi dalam
bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahraragysudah dibangun dan
masih dibutuhkan seperti:

1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Kekewdou Informasi
Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakandamaya tuntutan tata kelola
kepemerintahan yang baiks¢od Governangeyang mensyaratkan adanya
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi maggardalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik

2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-1M¥KI/MA/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilsiewujudkan
pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yangifetin efisien serta
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peratieamdang-undangan,
diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sedeiagan tugas, fungsi
dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedgpetayanan informasi
yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan KHéalikamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayahaformasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Kétlkamah Agung RI
Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Infoasi di Pengadilan
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) &ase Tracking System
(CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 d&8 €ersi 02 dan Kini
sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Blaraddmum, Peradilan
Militer dan TUN darredesignSIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis Tl

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan laak@alah satu kriteria
Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bitaB#&eradilan telah mampu
mengelola dan membina SDM yang kompeten dengaeriribbyektif, sehingga
tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berittegdan profesional. Dengan
demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-ldnglkang bersifat strategis,
menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegtaEm satu sistem manajemen

SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalaknsishanajemen SDM
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berbasis kompetensi yang biasa disebut seb#&mnpetency Based HR
Managemen{CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operadigse dari
desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus mafyduntutan RB. Kompetensi
menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasimspktensi, sehingga
harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikelvagai sebuah kombinasi
antara keterampilan skill), pengetahuan kfowledge dan atribut personal
(personal attributes yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kegang
ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi mergadj yaitusoft competency
dan hard competency. Soft competeradalah kompetensi yang berkaitan erat
dengan kemampuan untuk mengelola proses pekehaadongan antar manusia
serta membangun interaksi dengan orang lain, caogtoh: leadership,
communicationdan interpersonal relation Sedangkarhard competencydalah
kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan furgjsiat@u teknis suatu
pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan selukkbteknis pekerjaan yang
ditekuni. Contohhard competencydi lingkungan peradilan adalah memutus
perkara, membuat salinan putusan, membuat laporumanigan, dan lain
sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adataényusun profil
kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akanadlidaftar kompetensi,
baik soft competencynaupunhard competengyyang dibutuhkan dan dilengkapi
dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indik@erilaku. Profil kompetensi
ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatasisi tertentu serta akan
menjadi basis dalam pengembangan desain dan sstdenseluruh pilar SDM,
sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sefergaut :

1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensigefbangan yang
dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promos

3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

4) Remunerasi berbasis kompetensi;

5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kengiemaka seluruh
proses penilaian hakim dan aparatur peradilan gdbthkenal sebagai asesmen
kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetersebagai

kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian ydigaksud diterapkan baik
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dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-iqort@sosi, penentuan
kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yaaguyjong pada pemberian
remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimanadiamksud dalam RB).
Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah gAgakan
membangun model kompetensi (teknis dan non-tekohes) profil kompetensi
untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badalatb peradilan di
bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosipeaigembangan Kkarir.
Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosgitasi dan pengembangan
karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyargadatan. Bila kompetensi
digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka dikakukan pemisahan
yang tegas antara jenjang karir hakim (kompeteastigesuaikan dengan jenis
kamar), panitera dan pegawai administratif. Terlarigan pengelolaan organisasi
dan manajemen yang terdesentralisasi, maka peageloEDM juga akan
dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasisipktensi memudahkan
implementasi ini, karena pendekatan ini sangat nmgkiokan adanya
standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengegam pengetahuan serta
keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di #adPaoses pengelolaan
seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisieremdingat kompleksitas perubahan
yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungamg ydiperlukan untuk
berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDNbeses kompetensi sebagai
berikut :
1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang wamglukemandirian
pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan selupgfabat struktural
Badan Peradilan.
3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawasm menguatan SDM
pengelolanya.
4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasiangan strategi
manajemen SDM.
5) Manajemen diposisikan sebagai aspek strategis S&mmtetpadu dengan visi,
misi dan sasaran organisasi.
6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksimrhatdap perubahan
sistem, ketentuan dan prosedur.

7) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organidasi etika profesi.
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Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di baBatian Peradilan
dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memgerlwawasan serta
keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akandameng meningkatnya
kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayan&aoninikepada masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan dsgyu dan kepercayaan
terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalajan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpathn sinergis dengan
kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yadgphdi masyarakat. Selain
itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebaggidratak terpisahkan dari sistem
pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelolalitks SDM Badan
Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehedaltm mengelola dan
membina sumber daya manusia yang kompeten denganakobyektif, sehingga
tercipta personil peradilan yang berintegritas daofesional. Sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektifinbegritas dan profesional
adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indan@sg Agung. Oleh karenanya
telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk mendtaasilulusan hakim dan
pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahliprofesionalitas, serta
integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteviayektif,
berintegritas dan profesional, maka MA akan mengsmgkan “Sistem
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparaaradilan yang Berkualitas
dan Terhormat ataQualified and Respectable Judicial Training Cent&rC)”.
Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha pexbgiada berbagai aspek, yaitu
meliputi :

1) Kelembagaan (institusional);

2) Sarana dan prasarana yang diperlukan;

3) Sumber daya manusia;

4) Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

5) Pemanfaatan hasil diklat;

6) Anggaran diklat; serta

7) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan pisel dan

pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menpddisfperhatian pada

usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.
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Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraatidiesmn dan pelatihan
ke depan adalah konsep pendidikan yang permanebedkelanjutan@ontinuing
Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang
diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilerupakan kelanjutan dari
pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka tdlapa Pengembangannya
akan menyesuaikan dengan perkembangan profesirgangka geluti sepanjang
karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seohakgn dapat terus mengikuti
perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terkentigang di masyarakat
atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempegbigaggunaan aplikasi
komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan mygasSebagai pedoman
implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsig yerus diperhatikan, yaitu :

1) Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untugmimantu hakim dan
aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

2) Bersifat khusus yang merupakan bagian dari peraidiBerkelanjutan dan
terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensn hdén pegawai

pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akapesuhnya
mengembangkan metode belajar cara orang devealsdi (earning. Penerapan
metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dahaya dalam
implementasi desain organisasi berbasis pengetah{kmowledge based
organizatior). Para hakim serta aparat peradilan akan terwgabedari produk-
produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsefg @alam sistem
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Apafaaradilan yang Berkualitas
dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanantara lain :

1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitasf@o®pelaksana fungsi
pendidikan dan pelatihan.

2) Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis ledemsi bagi program
pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur penagiang akan diperbaharui
secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dergengpan sistem kamar.

3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan laenjkéhn bagi hakim dan
aparat peradilan.

4) Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikarpééatinan yang berbasis

kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternalukurmendukung
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penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun naemgamaga pengajar yang
dibutuhkan.
5) Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengstems SDM secara

keseluruhan.

Perubahan suatubusiness processsebagai akibat dari modernisasi
memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatahligea SDM untuk
ditempatkan pada proses yang baru. Sementara ithak p/ang tidak dapat
diakomodasi pada proses yang baru harus direldd@giosisi lain yang lebih
sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uragasi ada 2 (dua) kebutuhan

utama, yaitu: peningkatan literasi Tl dan standaslipemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat
Peradilan Secara Optimal
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan apeagan aparatur
peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai bieriku
a. Penguatan SDM Pelaksana Fungs Pengawasan
Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan sagmnperadilan dicapai
dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumbga Manusia Pelaksana
Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyelkiim Pelaksanaan
Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan itagsaPelayanan Pengaduan
bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Maflakamgung dan Komisi
Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsg@e&asan. Dalam penguatan
Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasah meaksendala dengan
sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan 8Sibhna potensi untuk
mendukung hal tersebut adalah telah adanya PematBessama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/FBKY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman PerilakuimHsehingga strategi
yang dilakukan adalah dengan diadakannya DiklatitAudeknis dan Auditor
Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan ktes SDM pengawasan

internal.

b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat
Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayananngguan bagi
masyarakat permasalahannya yaitu rentang kend2lis8®ian kerja menjadikan

Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti adajoran/pengaduan yang
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ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujuntbak pengawasan untuk
menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsaksimal karena
pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk difikasi. Pada permasalahan
rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badamgd@vas kesulitan untuk
menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ad@apat tantangan Masih
banyak masyarakat belum mengetahui dan memahananiseke pengaduan dan
belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaarperlindungan terhadap
identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi gaag/aitu Keputusan KMA
RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pk$anaan penanganan
pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanikyganan pengaduan
online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi iemeab dan teknologilient
server sertadatabaseyang tersentralisasi, untuk mempermudah pengiasegr
data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sidtéarmasi penelusuran
pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Inforrfasius; Sistem Informasi
Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormat Hakim; Sistem
Informasi whistleblowing) sehingga strategi yangoatadilakukan antara lain
Penyederhanaan alur pengawasan internal, membamgkenisme penyampaian
pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagiwae internal, Rancangan
perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/201&ntang Pedoman
Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Si(@8), dimaksudkan
untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaeéukaitan dengan
whistle blower / justice collabolator melalui aplikasi sistem web Badan
Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada PenJadgkat Banding sebagai
ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti Epodari daerah, belum
berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelakingga sulit untuk
diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regsiagsem pengaduan terhadap
pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itulpealilakukan Penyusunan
standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidals,jglaningkatan kapasitas
aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayarasyarakat dan dorongan
terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifik@sidar Pelayanan Organisasi
(ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal delakukan pengawasan

secara terus-menerus guna meningkatkan kualitaggen publik pengadilan.

. Redefinis Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sebagai Mitra

dalam Pelaksanaan Fungs Pengawasan
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Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yiatlisebagai mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan peamasabelum adanya
kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamahg Adgngan Komisi
Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal déagtangan Pengaduan yang
diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikaengan Mahkamah Agung.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung resiefinibungan Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pstalaan fungsi pengawasan
telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung damsKYudisial antara
lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.K®9/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman PerilakimHaNomor
03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata r&a Pemeriksaan
Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY®@®12 tentang Tata
Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Penigamikeputusan Majelis
Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yangkdikan adalah melakukan
Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut peagadengan Komisi Yudisial
sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungamasdan prasarana dalam

pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan SDM, Keuangan
dan Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan ktenpi dan Integritas
SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penataan Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
Peningkatan kompetensi dan integritas SDM MahkamAghing dicapai
dengan 2 arah kebijakan yaitu : (1) Penataan pekautmen Sumber Daya
Manusia Peradilan dan, (2) Penataan pola promasi matasi Sumber Daya
Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sunmbaya Manusia
Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kednttdrmasi SDM yang
belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkanadengenemui beberapa
tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamgung belum memenuhi
kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2eliBn ada parameter
penentuan formasi hakim berdasarkan beban keligpsg¢ngadilan secara lebih
objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmbakim yang lebih
mengedepankan upaya memperoleh calon yang beddiaétain mengisi formasi
yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentiragrigomposisi hakim di
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pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ade dnasyarakat dalam
rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test ikgglian (test psikolog) dari
pihak yang berkompeten dalam menggali serta memgquitensi seseorang untuk
menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Beldilakukannya talent
scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuoaskatuk
mendapatkan input aparatur peradilan yang berksalitan (7) Belum ada sistem
rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan poteng gda untuk mendukung
arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Payadilan adalah (1) adanya
metode transparansi pengumuman hasil ujian yangktibjdan dapat diakses
secara mudah oleh pesentae(iputi nilai dan peringkaf (2) terdapat bagian yang
khusus menangani laporan hasil asesmen, komped@nidi rekam jejak hakim
dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, sertailgiedlan antisipasi
penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakanngadarisasi aturan
mengenai penambahan persyaratan menjadi hakimsgsugi dengan kebutuhan
karakteristik seorang hakim (untuk mencakup intagrimoral dan karakteristik
yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalargyéaik, dan lain-lain), dan
(4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses malemtaparatur peradilan telah
dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun legédain yang berkompeten
bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi ggakai untuk arah
kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berldamispetensi.

. Penataan Pola Promosi dan Mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi muiasdé$ Daya Manusia
Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalahmsigtembinaan meliputi
peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi kiir baik hakim maupun non
hakim perlu ditingkatkan dengan parametem@ard-punishmeit Tantangan yang
dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) péwdaisistem pembinaan aparatur
peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) batlarketentuan sebagai acuan
yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradifark menggantikan berbagai
peraturan perundang-undangan teknis yang selanmengatur pembinaan SDM
aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya peglbailstandarisasi sistem
pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (djrbada tim yang bertugas
melakukan sinkronisasi berbagai peraturan peruradtangdangan yang selama
ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU4RIL.999 yang mengatur

status hakim yang baru sebagai pejabat negaran§@eatapotensi yang ada untuk
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mendukung arah kebijakan penataan sistem pembuh@amola promosi mutasi
sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) tlakukanassessmenintuk
pejabat setingkat eselon Il untuk pengembangararosgsi dan (2) telah
dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia PrafakiBersertifikat untuk
pejabat setingkat eselon IIl dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan pgégsada, maka strategi
yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan melegmntasikan sistem
manajemen SDM berbasis kompetertsinfpetency based HR Manageme()
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkaih &issessmen, (3)
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hadén pegawai secara
berkelanjutan dapacity building, (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan
dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan wtghDiklat Litbang Kumdil),
dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDNYA untuk menuju
pembaruan sistem manajemen informasi yang terkaripasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

2) Penataan manajemen dalam rangiad court governance

3) Reorganisasi dan mengarah papgend court governancdan pengembangan
budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnyggbelaan manajerial
lembaga peradilan secara akuntabel, efektif daieefi ditetapkan arah kebijakan
sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkarghng; (2) Mekanisme
perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) PelagelManajemen Aset di
Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata lakdana(5) Pengembangan
budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian T kebijakan sebagai berikut :
1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agunmengalami
kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasionalrBsiokeputusan pagu
anggaran merupakan kendala utama. Usulan peremcamaggaran yang
diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengapp&as dan
Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkdokasi dana
sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk amémj efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagbatmnpenegak hukum,

maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yartong.
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Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 akabijakan
Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengaarah kebijakan
yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengemglementasi
Kemandirian Anggaran, (2) Penyusunan Usulan Raracangevisi Paket
Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kkrn@an Anggaran

Peradilan.

2) Penataan M anajemen Dalam Rangka Good Court Governance
Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Baéaradilan
diperlukan penataan manajemen secara menyeluruhujunegood court
governanceneliputi arah kebijakan sebagai berikut:
a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajamakatuat kinerja kegiatan;
b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bigangdilan sebagai
penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamamégan;
c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dadaaséling berdasarkan hasil
evaluasi capaian kinerja;
d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penetaa kelola aset

berbasigisk analysis

3) Restrukturisas Organisas dan Mengarah pada Good Court Governance
dan Pengembangan Budaya Organisas yang Efektif
Untuk mewujudkangood court governanceliperlukan arah kebijakan
yang mengarah pada penataan organisasi sebadaitberi

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacugbadausiness process
dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalberbagai aspek
pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang semgan visi dan misi
Mahkamah Agung.

c) Transformasi mindset mengarah padainternal service attitudeyang

menunjang efisiensi dan efektivitbgsiness process

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama M akassar
Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah om@gnigemerintahan
merupakan elemen penting dan prinsip utama untuidaoi@ing lahirnya sebuah tata
kelola pemerintahan yang bailgopod governande Berkaitan dengan hal itu,
Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung agmdahkamah Agung RI
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dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaik&anaeyang diajukan oleh para
pencari keadilanjsticiabelen, memposisikan diri sebagai perpanjangan tanga at
“cetak biru” plue prin) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program
pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagaya pencegahan atas
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrdsibidang pelayanan
hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dalpawa lembaga peradilan
khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukaya pengkajian secara
metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak Mabkamah Agung RI dan
peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggaraadasku kehakiman
(udicial powe) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dddam
perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyarbaikt langkah-langkah
konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung é¢brg dengan harapan
terjadinya perubahan mendasar, baik secara stalkhaupun kultural di lingkungan
peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi seicgmidikan di lingkungan
peradilan agama adalah adanya penambahan keweHsmwganangan baru yang
tadinya hanya terbatas pada hukum keluaajavél al syakhshiyghsaja, tetapi
sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalamalah, misalnya menangani
perkara ekonomi syari’ah. Penambahan kewenangam ibarmenjadi tantangan
tersendiri bagi warga peradilan agama secara [tdsfigddak hanya dalam konteks
tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada selurite stalder publik bahwa kita
mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari'ak, rhilik antar umat Islam
maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga paradigama juga diperhadapkan
pada sebuah harapan publpullic expectation negara Indonesia yang mayoritas
penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistpasadilan agama mampu
menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan aldslam.

Perluasan kompetensi absolut (absolute kompeteyanyy dimiliki Pengadilan
Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dkhdidain yang melekat pada
Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yhagr Undang-Undang,
mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Ma(®BM) warga peradilan
yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutgana hakim sebagai ujung

tombak pemberian keadilan bagi para pihak penemdlikan (justiabellen).
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Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mamkh Agung RI dalam
upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung sertagellembaga Peradilan yang
ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dharndati oleh publik,
kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Msa&a diantaranya adalah
peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan AganSulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembanggedimng kantor Pengadilan
Agama yang belum sesuai dengan prototife yang teéii@apkan oleh Mahkamah
Agung.

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Unddomor: 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ugddndang Nomor: 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua MahkafAwng RI mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentangrRad Pelayanan Informasi di
Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Kepaitusan Nomor: 144 tahun
2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilaahirhya surat keputusan ini
menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajagerbaga Peradilan di
bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang tsa@egar terhadap persoalan
transparansi dan keterbukaan informasi di PengadiMahkamah Agung dan
lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwanspanransi dan
akuntabilitas menempati posisi penting dan stratdgiam upaya membangun citra
lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. fakulitas merupakan tanggung
jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stakdehobaik internal maupun
eksternal. Sementara transparansi dititik berafleala dapat diketahuinya perumusan
kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersa@bhtbanyak pihak, terutama para
pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaataragpemberian informasi
secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi irdgindan media-media lainnya
kepada seluruh stake holder publik, sehingga mdresleamengakses secara terbuka
dan bebas mengenai informasi yang terkait dengeadipen. Dengan keterbukaan
informasi ini melalui pemanfaatan teknologi infosna diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap pencitraan LegabBeradilan, khususnya
Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pdagatigama yang ada dalam
wilayah hukumnya.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadyi@ang menjadi hak untuk
diakses oleh publik adalah : Gambaran umum peragathérupa: Yurisdiksi, nama

dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan gresssara di Pengadilan, hak hak
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3.3

pencari keadilan dalam proses peradilan, seluralabyang berhubungan dengan
proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan tugas dan
kewenangan pengadilan, agenda /jadwal sidang gdegaga agenda sidang

pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasipnmele pengaduan dugaan
pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Timggama Makassar dalam
melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, hzakla tataran birokrasi
penerimaan perkara, pengolahan / penanganan athasnikeperkaraan, dan
pengolahan / penanganan administrasi umum, yarah ssdtunya melalui SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipeiopleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl dengan gueradan perangkat
teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujudfd®masi Birokrasi menuju
electronic-governancgang lebih dikenal dengasgovernance

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadtipg, bukan hanya dalam
konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapg tak kalah pentingnya adalah
dalam mengakselarasi penyelesaian tugas-tugas miskokungsi Pengadilan Tinggi
Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaanderung semakin hari
semakin mengalami peningkatan yang cukup signifik&hususnya dalam
penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensadep urgensinya dilakukan
Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, peagawinternal bagi para pejabat,
Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makaslser Pengadilan Agama
yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Subaya Manusia melalui
jalur pendidikan formal maupun non formal melalelgtihan-pelatihan, begitu pula
pembinaan karir serta penggunaan anggaran te@ateas

Kerangka Regulas

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2@&#tang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas takanydahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumerenganaan pembangunan
nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:
“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, ndsin Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yamgnuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program keraen lembaga dan lintas
Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas leyaihan, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomenaras menyeluruh
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termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kegag berup&erangka regulasi

dan kerangka pendanaan

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahw04 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut ddataslU Nomor : 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangaa,ngendorong pencapaian
prioritas pembangunan nasional, khususnya terwypidtepastian hukum, maka
diperlukan adanya suatu regulasi peraturan pergpadadangan yang berkualitas.
Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggafdgpada RPJM periode Il
tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat umhétaksanakan program
pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum masiditujukan untuk
semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan lizgtam berbagai aspek.
Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangkeniyhh RPJMN tahun
2015-2019 adalahKesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek
kehidupan berkembang makin mantap serta profedsmal aparatur negara di
pusat dan daerah makin mampu mendukung pembanguassmal.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintaly yartuang dalam RPJM
tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap rikgare / lembaga, maka
kementerian / lembaga dimaksud harus menetagé@m@angka regulasi yang
dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasketembagaan. Kerangka
regulasi merupakaperencanaan pembentukan regulasi dalam rangka nsalitdai,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan glenggaran Negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegatgerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka
14 Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahum 28dtang pedoman
Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen/H@penas tentang
juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang ieku Pelaksanaan tentang
Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalafiRPJ

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam renstaai®jik tahun 2015-2019
adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regsdssiai kebutuhan
pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendgkpencapaian prioritas
pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran ukegerluan pembentukan

regulasi.
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Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggiarae dalam
merealisasikan program pemerintah yang dituangkdsmnd RPJM tahun 2015-2019
juga harus menetapkan kerangka reguleBegitu pula Pengadilan Agama
Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Rdndaal menerima,
memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukaim para pencari keadilan
(justiciabelen) di wilayah kabupaten Bone. Penetdgaangka regulasi yang dibuat
Pengadilan Agama Watampone sudah barang tentu sdédatu seiring dengan
kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah Ketnjadan strategi Pengadilan

Agama Watampone, sebagaimana terlihat pada tabklibe
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Tabel 3.1

SDM.

hasil bimtek.

SK KetuaTentang Alih Media Arsip

SK Ketua Tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan
Posbakum

SK Ketua Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung.

Kerangka Regulasi
' Arah K ebijakan Arah Kerangka . Bagian Bagian
|su Strategis 2015-2019 Regulasi ST (M) Penanggungjawab Terkait
. Peningkatan |+ Penyederhanaan + Pembentukan + SK Ketuatentang Panjar Biaya Perkara K epaniteraan K epaniteraan
Penyelesaian proses berperkara, landasan hukum |+ SK Ketua Tentang Biaya Proses
Perkara + Penguatan akses untuk Perkara Tingkat Pertama
pada keadilan, meminimalisir + SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan
+ Modernisasi sisaperkara akhir Majelis
manajemen perkara tahun. + SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan
+ Penataan ulang Panitera/PP Pendamping sidang
organisasi manajemen + SK Ketuatentang Biaya Perjalanan Jurusita/ Radius.
perkara, + SK Ketuatentang Keuangan ATK Perkara.
+ Penataan ulang + SK Ketuatentang Hakim Mediator.
proses menajemen + SK Ketuatentang Penyerahan Salinan Putusan.
perkara. + Pelaksanaan polabindalmin
(termasuk penyederhanaan proses perkara).
. Optimalisasi 4 Peningkatan + Implementasi SK | % SK Ketua Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolalnformasi K epaniteraan K epaniteraan
Manajemen penyel esaian perkara, KMA tentang dan Dokumentasi (PPID)
Pengadilan 4+ Peningkatan percepatan + SK Ketua Tentang Standar Layanan Informasi
Agama efektifitas pengelolaan penyelesaian + SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi
Watampone penyel esaian perkara, perkara, + SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan
4 Peningkatan + Penambahan + SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Perkara
aksesihilitas volume sidang + SK KetuaTentang Penunjukan Petugas Mejal, Mgall dan
masyarakat terhadap keliling, Mejalll
peradilan, Posbakum, dan + SK KetuaTentang Penunjukan Kasir
4 Peningkatan perkaraprodeo, |+ SK KetuaTentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara
kepatuhan terhadap + Peningkatan + SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penjaga Sidang
putusan pengadilan, pelayanan publik, | % SK Ketua Tentang Perlengkapan Persidangan
4 Peningkatan kualitas | < Implementasi + SK Ketua Tentang Pemakaian Antrian Sidang
*
+
+
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. Peningkatan Peningkatan efektifitas Pembentukan SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Ketua, Kepaniteraan | Ketua,
Kapabilitas kinerja aparatur teknis landasan hukum Agama Watampone dan Kesekretariatan | Kepaniteraan
Aparatur dan non tenis peradilan, Peningkatan kualitas dan
Pengadilan aparatur peradilan Kesekretaria-
Agama bidang teknis dan tan
Watampone non teknis

. Peningkatan Optimalisasi pemanfaatan | Pembentukan SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknol ogi Kesekretariatan Kesekretariatan
Dukungan teknologi informasi dan | landasan hukum tata Informasi dan
Manajemen peningkatan kualitas kelola optimalisasi SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website K epaniteraan
dan sumber daya manusia teknologi informasi
Pelaksanaan dan peningkatan
Tugas Teknis kualitas aparatur
Lainnya peradilan.

Pengadilan
Agama
Watampone

. Saranadan Peningkatan saranadan Pembentukan SK Ketua Tentang Penunjukan Pemegang Barang Milik Kesekretariatan Kesekretariatan
Prasarana prasarana pendukung landasan hukum skalg Negara dan
Aparatur kinerja aparatur prioritas pemenuhan K epaniteraan
Pengadilan Pengadilan Agama sarana dan prasarana
Agama Watampone kinerjaaparatur
Watampone Pengadilan Agama

Watampone

. Optimalisas % Peningkatan Pembentukan SK Ketua Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Wakil Ketua dan Hakim,
Pengawasan efektifitas landasan hukum Hakim Pengawas Kepaniteraan
dan pengelolaan standar pengawasan Bidang dan
Peningkatan penyelesaian kinerjaaparatur Kesekretariat
Akuntabilitas perkara, peradilan dan -an
Aparatur % Peningkatan peningkatan kualitas
Pengadilan kualitas pengawasan.

Agama pengawasan
Watampone
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3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampon&eas | A daam meaksanan tugas dan
fungsnya harusdidukung dengan strukturrganisas yangjeas. Tugasdan
fungs Pengadilan dlaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu
Kesekretariatan danKepaniteraan.

Sesua dengan Undang-Undangomor 7 Tahun 1989 yangleh dubah
terakhir dengan Undang-Undangomor 50 tahun 2009%entang Peradilan
Agama,disebutkan bahwa “tugas serta tanggungwab, susunarorganisas
dan tata krja Kepaniteraan danSekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah
Agundg. Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang ada di bawahnya
ddam hda tugas, tanggungawab, susunanorganisas dan tata krja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sebelumnya mash mengacu pada
ketentuan peraturanama (pelum adapemisahaan Panitera dan Sekretaris),
sgak tahun 2016délah menggunakan Peraturan Mahkamgiang Rl Nomor
7 Tahun 2015tentang Organisas dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah érpisah tugasdan wewenang
antara Panitera dan Sekretaris, serta mengakibatkan perubahanstruktur
organisas dan esdonisas pada bagian Kesekretariatan. Hal ini sesua
dengan amanat Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 agkni Panitera
pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan.

Pasa 97 Peraturan Mahkamahg@dingRI Nomor 7 Tahun 2015nengatur
Kepaniteraan Pengadilan Agama leas | A terdiri dari Panitera Muda
PermohonanPanitera Muda Gugatandan Panitera Muda Hukum. Pasal 311
peraturan tersebuhengatur Kesekretariatan Pengadilan Agama ldas | A
terdiri dari Subbagian Perencanaan, ékndog Informas dan Peaporan,
Subbagian Kepegawaian, Organisas dan TataLaksana, sertaSubbagian
Umum danKeuangan. Adapun lgan susunaorganisas Pengadilan Agama
Watampon&edas|. A sebaga berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELASTA

Dra. Hj. NURMIATI
Drs. MAKMUR, M.H.

Drs. KALIMANG, M.H.
Dra. SIARAH, M.H.

Dra. Hj. ANDI HASNI HAMZAH, M.H. |«
Dra. Hj. ST. MASDANAH

Drs. H. ABDUL SAMAD

Drs. ADAMING, 5.H., M.H.

Dra. Hj. RUDIANAH HALIM, S.H.

Drs. TAYER, 5.H., M.H.

Dr. H. M. HASBY, M.H.

Drs. H. PANDI, S.H., M.H.

Drs. H. MUHADIN, 5.H.,M.H.

e e~ ]

Dra. Hi. MUNAWWARAH, S.H., M.H.
Drs. MUSLIMIN, M.H.

Dra. 5t MAHDIANAH, K.

Dra. Hj. HUSNIWATI

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Drs. MUHAMMAD RIDWAN, S.H.,M.H.
Drs. H. MUH. ARAFAH JALIL, S.H.,M.H,
Drs. H. RAMLY KAMIL, M.H.,

Drs.H. AWALUDDIN, 5.H., M.H.

Drs. ABD. RASYID, M.H.,
JAMALUDDIN, S.Ag, S.E., M.H.

H. ANDI FAJAR S. SAWERILONGI, S.E,, M.Si

¥
PANITERA
KAMALUDDIN, 5.H., M.H.
WAKIL PANITERA
Dra. ROSDIANA
h ] ¥ ¥ L
PANMUD PERMOHONAN PANMUD GUGATAN PANMUD HUKUM
Dra. MULIATI, M.Sy. Dra. Hj. MUNIRAH Drs. JAMALUDDIN RAHIM
MAFTUKHAH MUSTAFA 5Kom Hj. ASMAH, S.H.
L 3 ¥
PANITERA PENGGANTI JURUSITA
Dra. HUNAENA MUHAMMAD SUARDI, 5.H.
Dra. WAKIAH MUHAMMAD SYAHRANL S.H.
Drs. RUSTAN, 5.H. RIDMAJAYANT], 5-Sos.
Dra. Hj. ROSMINI JURUSITA PENGGANTI
BINTANG, 5.H.
Dra. NURAENI HERIAWATL, 5.H.
Dra. ST. NAISYAH
Dra. Hj. SAMSANG
SITI JAMILAH, 5.H.
HARIS, S.HL, M.Sy.
ASIR PASIMBONG ALD, S.Ag. M.H.

Heterangan :

= "7 Garis Koordinasi

NURHIDAYAH, 5.Ag. M.H.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat
sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis |

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang disel esaikan tepat waktu 90% | 91% | 90% | 90% | 90%

c. Persentase penurunan sisa perkara - - 10% | 10% | 10%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :
» Banding 90% | 95% | 90% | 90% | 90%
» Kasas 95% | 95% | 95% | 90% | 90%
« PK 97% | 99% | 99% | 99% | 99%
e. Index responden pencari keadilan yang puas - - 85 87 90

terhadap layanan pengadilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengel olaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis 1

a. Persentase Isi putusan yang diterimaoleh para 100% | 100% |100% | 100%
pihak tepat waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui - 3% 1% | 1% | 1%
Medias

¢. Persentase berkas perkara yang dimohonkan - 100% | 100% |100% | 100%
Banding, Kasasi dan PK yang digjukan secara
lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan yang menarik perhatian - - 1% [ 1% | 1%
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari segjak diputus.
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3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis |11

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar 100% | 100% | 100% |100% | 100%
Gedung Pengadilan.

C. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) - - 100% |100%| 100%
Identitas Hukum.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu - - 100% |100%)| 100%
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Poshakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Strategis IV

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan

Tabel 4.5
Target Kinerja Sasaran Strategis V

a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim
Pengawas Bidang (Hawasbid)

b. Persentase hasil temuan internal yang 100% | 100% | 100% | 100%| 100%
ditindaklanjuti

C. Persentase hasil temuan eksternal yang 100% | 100% | 100% | 100%| 100%
ditindaklanjuti

d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang 100% | 100% | 100% | 100%| 100%
ditindaklanjuti.
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Meningkatkan Transparansi Peradilan

Tabel 4.6
Target Kinerja Sasaran Strategis V|
Indikator Kinerja Target
2015 | 2016 | 2017 | 2018| 2019
a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam - 100% | 50% | 50% | 50%
direktori putusan Mahkamah Agung
b. Persentase jumlah menu website yang ter-update - 85% | 90% | 90% | 90%
Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat
Tabe 4.7
Target Kinerja Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja Target
2015 | 2016 | 2017 | 2018| 2019
a. Persentase kearsipan surat - 90% | 90% | 90% | 90%
b. Persentase pencatatan barang persediaan - 90% | 90% | 90% | 90%
¢. Persentase pencatatan barang inventaris - 90% | 90% | 90% | 90%
d. Persentase pencatatan buku perpustakaan - 90% | 90% | 90% | 90%
e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan - 90% | 90% | 90% | 90%
f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu - 90% | 90% | 90% | 90%
0. Persentase kelengkapan data pegawai - 90% | 90% | 90% | 90%
h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun - 90% | 90% | 90% | 90%
i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir - 90% | 90% | 90% | 90%
j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu - 90% | 90% | 90% | 90%
k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu - 90% | 90% | 90% | 90%
I. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara - 90% | 90% | 90% | 90%
tepat waktu
m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran - 90% | 90% | 90% | 90%
n. Persentase arsip Laporan Tahunan - - 90% | 90% | 90%
0. Persentase arsip Dokumen SAKIP - - 90% | 90% | 90%
p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun - - 90% | 90% | 90%
Anggaran berikutnya tepat waktu.
g. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran - - 90% | 90% | 90%
Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu.
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8. Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang

Tabel 4.8
Target Kinerja Sasaran Strategis V1|
Indikator Kinerja Target
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
a. Persentase pembayaran ggji - 90% | 90% | 90% | 90%
b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan - 90% | 90% | 90% | 90%
perkantoran
9. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan
Tabel 4.9
Target Kinerja Sasaran Strategis | X
Indikator Kinerja Target
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

a. Persentase pemanfaatan aggaran sesuai DIPA dan - 90% | 90% | 90% | 90%

Perencanaan.

b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang - 90% | 90% | 90% | 90%

layak memadai.

Untuk mewujudkan visi, mis, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada
program Mahakamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone memiliki 3 (tiga)
program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4.10
Target Kinerja Program Peningkatan Mang emen Peradilan Agama

S Indikator Kinerja Target
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya | Terselenggaranya 80 80 60 60 60
akses Penyelesaian Perkara | Perkara | Perkara | Perkara | Perkara
peradilan bagi | Perkaradi
masyarakat Lingkungan
miskin dan Peradilan Agama
terpinggirkan | melalui

pembebasan biaya

perkara

Reviu IV Renstra PA Watampone 2015 - 2019 66




Terselenggaranya 20 40 16 16 16
Penyelesaian Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan
Perkara di
Lingkungan
Peradilan Agama
Melaui Sidang di
Luar Gedung /
Sidang Terpadu
Terselenggaranya 192 760 520 Jam | 700 Jam | 700 Jam
Layanan Bantuan Perkara Jam layanan | layanan | layanan
Hukum di layanan
Lingkungan
Peradilan Agama
Tersdlenggara- | Terselenggaranya 990 - - - -
nya Penyelesaian Perkara
Penyelesasian | Administras
Administrasi Perkara
Perkara
Terpenuhinya | Terpenuhinya - 1 Orang - - -
Tenaga Teknis | Tenaga Teknis
Peradilan Peradilan Agama
Agamayang yang Kompeten di
Kompeten di Bidang
Bidang Administrasi
Administras Peradilan
Peradilan

Program Dukungan Mangjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.
Tabel 4.11
Target Kinerja Program Dukungan Mang emen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
; T Target
Sasaran Indlkato_r Kinerja
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
Tercapainya | Layanan Dukungan 12 12 12 12 12
Redlisas Manajemen Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Belanja Pengadilan layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
Pegawai dan |7z anan 12 1 12 2 2
Belanja Perkantoran Bulan | Bulan | Bulan | Bulan | Bulan
Barang layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Mahkamah Agung.
Tabel 4.12
Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
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Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan 2015 | 2016 2017 2018 2019
Terpenuhinya | Terselenggaranya - 3 4 1 6
Sarana Dan Pengadaan Sarana Layanan | Layanan | Layanan | Layanan
Prasarana dan Prasarana
Lembaga Layanan Internal
Peradilan (Overhead)

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebih detilnya ada pada matrik kinerja dan

pendanaan berikut.

Reviu IV Renstra PA Watampone 2015 - 2019

68




Tabel 4.13

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 - 2019

. Target Indikasi Pendanaan
Program / I n(j|kat_or . : . .
Kode 4 Sasaran Kinerja Perkiraan M aju Perkiraan Maju
Kegiatan K egiatan 2015 2016 2017 2015 2016 2017
2018 2019 2018 2019
005.01.01 | Program 6.466.172.000 |7.128.628.000 | 7.110.057.000 | 9.122.295.000 {10.051.986.000
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung
1066 Pembinaan | Tercapainya
Administrasi | Redlisasi
dan Belanja
Pengelolaan | Pegawai dan
Keuangan Belanja
Badan Barang
Urusan
Administrasi Layanan 12 12 12 12 12 53.975.000 53.975.000 53.975.000 53.975.000 94.344.000
Dukungan Bulan Bulan | Bulan | Bulan | Bulan
Manajemen layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
Pengadilan
Layanan 12 12 12 12 12 6.412.197.000| 7.074.653.000 |7.056.082.000 |9.068.320.000 |9.957.642.000
Perkantoran Bulan Bulan | Bulan | Bulan Bulan
layanan | layanan | layanan | layanan | layanan
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005.01.02 | Program 0| 293.000.000 | 230.000.000 | 168.500.000 | 843.841.000
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Mahkamah
Agung
1071 Pengadaan | Terpenuhi-
Saranadan | nya Sarana
Prasaranadi | Dan
Lingkungan | Prasarana
Mahkamah | Lembaga
Agung Peradilan
Terselenggara- 3 4 1 6 - 293.000.000 | 230.000.000 | 168.500.000 | 843.841.000
nya Pengadaan Layanan|Layanan | Layanan |Layanan
Sarana dan
Prasarana
Layanan
Internal
(Overhead)
005.04.08 | Program 114.630.000 | 179.980.000 | 146.660.000 | 168.460.000 | 168.460.000
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Agama
1053 Peningkatan | Meningkat-
Mangjemen | nyaakses
Peradilan peradilan
Agama bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
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Terselengga-
ranya
Penyelesaian
Perkara di
Lingkungan
Peradilan
Agama
melal ui
pembebasan
biaya perkara

80
Perkara

80
Perkara

60
Perkara

60
Perkara

60
Perkara

31.280.000

31.280.000

23.460.000

23.460.000

23.460.000

Terselengga-
ranya
Penyelesaian
Perkara di
Lingkungan
Peradilan
Agama
Melalui
Sidang di Luar
Gedung
/Sidang
Terpadu

20
Kegiatan

40
Kegiatan

16
Kegiatan

16
Kegiatan

16
Kegiatan

59.200.000

71.200.000

71.200.000

75.000.000

75.000.000

Terselengga-
ranya Layanan
Bantuan
Hukum di
Lingkungan
Peradilan
Agama

192
Perkara

760

Layanan

520

Layanan

700

Layanan

700

Layanan

19.200.000

76.000.000

52.000.000

70.000.000

70.000.000

Terselengga-
ranya
Penyelesaian
Administrasi
Perkara
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Terselengga- 990 - 4.950.000 -
ranya Perkara
Penyelesaian
Administrasi
Perkara
Terpenuhi-
nya Tenaga
Teknis
Peradilan
Agama yang
Kompeten di
Bidang
Administrasi
Peradilan
Terpenuhinya - 1 - 1.500.000
Tenaga Teknis Orang
Peradilan
Agamayang
Kompeten di
Bidang
Administrasi
Peradilan




Tabel 4.14
Matrik Reviu IV Renstra Tahun 2015 — 2019

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone YAggng”

Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biagam dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya apageradilan dalam rangka peningkatan pelayanda pasyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembirsaanefektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi damayemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana daanansa peradilan sesuai dengan ketentuan yangunerla

Terwujudnya | Persentase 80% | Terwujud- a.Persentase sisa  {100% 100%|100%

kepercayaan | para pihak nya Proses perkara yang
masyarakat yang percaya Peradilan diselesaikan
tgr?adap terhadap ¥ang Pastl, 5o sentase perkara 90% | 91% | 90%| 90%| 909 - - - - -
sisterm sistem ransparan | yang diselesaikan
peradilan peradilan dan tepat waktu
melalui proses| Akuntabel
peradilan c. Persentase - - 10 %| 10% | 10% - - - - -
yang pasti, penurunan sisa
transparan dan perkara
akuntabel. d.Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
« Banding 90%| 95 % | 90 %| 90% | 90% - - - - -
e Kasasi 95% | 95 % | 95 %| 90% | 90% ) ) . - }
¢ PK 97% | 99 % | 99 %| 99% | 99% - - - - -
e. Index responden - - 85 87 90 - - - - -

pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan pengadilan




Terwujudnya | Persentase 90% | Peningkatan| a.Persentase Isi - | 100%)| 100%| 100%| 100% - - - - -
penyederhanar perkara yang Efektivitas putusan yang
an proses diselesaikan Pengelolaan| diterima oleh para
penanganan tepat waktu Penyelesaian pihak tepat waktu.
&eglz?a? Perkara .Persenftase Pe_rkara - 3% | 1%| 1%| 1% - - - - -
pemanfaatan yang D_|seles_a|k_an
teknologi melalui Mediasi
informasi .Persentase berkas| - |2100%| 100%| 100%|100% - - - - -
perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu.
.Persentase putusan - - 1% | 1%| 1% - - - - -
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus.
Terwujudnya | Persentase 100% | Meningkat- | a.Persentase Perkara - - 1100%]100% |100%| Program Peningkatan Terselenggara- 60 23.460.000
peningkatan | Perkara Prode® nya Akses Prodeo yang Peningkatan | Manajemen | nya Perkard
akses yang Peradilan diselesaikan. Manajemen | Peradilan Penyelesaian
peradilan bagi| diselesaikan bagi Peradilan Agama Perkara di
masyarakat Masyarakat Agama Lingkungan
miskin dan Miskin dan Peradilan
terpinggirkan Terpinggir- Agama melalui
kan pembebasan
biaya perkara.
Persentase 100% .Persentase perkara100% 100%| 100%| 100%|100% Terselenggara-| 16 71.200.000
perkara yang yang diselesaikan nya Kegiatan
diselesaikan di di luar Gedung Penyelesaian
luar Gedung Pengadilan. Perkara di
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Pengadilan. Lingkungan
Peradilan
Persentase 100% c. Persentase Perkara - - | 100%] 100%|100% Agama Melalui
Perkara Permohonan Sidang di Luar
Permohonan (Voluntair) Gedung / Sidang
(Voluntair) Identitas Hukum. Terpadu
Identitas
Hukum.
Persentase 100% d. Persentase Pencali - - |100%] 100%|100% Terselenggara- {520 Jam 52.000.000
Pencari Keadilan Golongan nya Layanan layanan
Keadilan Tertentu yang Bantuan Hukum
Golongan Mendapat Layanar di Lingkungan
Tertentu yang Bantuan Hukum Peradilan
Mendapat (Posbakum). Agama
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum).
Terwujudnya | Persentase 100% | Meningkat- | Persentase Putusan |75% | 100%| 100%| 100% |100% - - -
pelayanan Putusan nya Perkara Perdata yang
prima bagi Perkara Kepatuhan | Ditindaklanjuti
masyarakat Perdata yang Terhadap (dieksekusi)
pencari Ditindaklan- Putusan
keadilan juti Pengadilan
(dieksekusi)
Peningkatan | 100% | Peningkatan a.Persentase - |100%]|100%| 100%)| 100% - - -
Kuantitas dan Kuantitas pelaksanaan
Kualitas dan Kualitas| pengawasan Hakin
Pengawasan Pengawasar] Pengawas Bidang
Kinerja Aparat (Hawasbid)
peradi an, baik b.Persentase hasil _|100%) 100%)| 100%| 100% [100% . - -
maupun temuan _mternall _
Eksterndl yang ditindaklanjuti
c. Persentase hasil {100%]| 100%| 100%]|100% | 100% - - -
temuan eksternal
yang ditindaklanjuti
d.Persentase jumlah| 100%00%| 100%|100% |100% - - -
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pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Persentase 90% | Meningkat- | a.Persentase putusan - |100%| 50% | 50% | 50% - - - - -
jumlah menu kan yang telah dimuat
website yang Transparansi| dalam direktori
ter-update Peradilan putusan Mahkamabh
Agung
b.Persentase jumlah| - 85% | 90% | 90%| 90% Program Pembinaan | Terselenggara- 1 1.000.000
menu website yang Dukungan Administrasi| nya keterbukaan Tahun
ter-update Manajemen | & informasi /
dan Pengelolaan| transparansi
Pelaksanaan| Keuangan | peradilan
Tugas Teknis| Badan Urusg melalui website
Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Meningkatnya | 90% | Terwujudnya a.Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
pengelolaan Tertib kearsipan surat
mangeria gcejlrglantlz:rtire?tg b. Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
lembaga pencatatan barang
peradilan persediaan
secara c. Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
akuntabe, pencatatan barang
efektif dan inventaris
efisien d.Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
pencatatan buku
perpustakaan
e.Persentase - 90% | 90%/| 90%| 909 - - - - -
pembuatan Daftar
Barang Ruangan
f. Jumlah laporan - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
SIMAK BMN tepat
waktu
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g.Persentase
kelengkapan data
pegawai

90%

90%

90%

909

h. Persentase surat-

surat keputusan
yang dihimpun

90%

90%

90%

909

i. Jumlah rekapitulasi
daftar hadir

90%

90%

90%

909

j. Pencatatan buku

kas umum dan
buku bantu

90%

90%

90%

90%

k. Jumlah rekonsiliasi

anggaran tepat
waktu

90%

90%

90%

909

. Jumlah laporan
pertanggungjawa-
ban bendahara tep
waktu

90%

90%

90%

909

. Persentase arsip
pertanggung
jawaban anggaran

90%

90%

90%

909

.Persentase arsip
Laporan Tahunan

90%

90%

90%

.Persentase arsip
Dokumen SAKIP

90%

90%

90%

.Persentase
Dokumen
Penyusunan
RKAKL Tahun
Anggaran
berikutnya tepat
waktu.

90%

90%

90%

.Pelaporan
monitoring evaluas

realisasi anggaran

90%

90%

90%
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Satker 307509 dan

Satker 309076 tepat

waktu
Tercapainya| a.Persentase 90% | 90%| 90%| 90% Program Pembinaan | Terselenggara-| 12 [6.334.610.00
Realisasi pembayaran gaji Dukungan Administrasi| nya Pembayarah Bulan
Belanja Manajemen | & Gaji & layanan
Pegawai dar dan Pengelolaan| Tunjangan
Belanja b.Persentase belanja 90% | 90%| 90% 909 Pelaksanaa_n Keuangan Terselenggara- 721.472.000
Barang . Tugas Teknis| Badan

operasional dan . nya Pembayaran

. Lainnya Urusan d
pemeliharaan Mahkamah | Administrasi Biaya
perkantoran A Operasional &
gung Pemeliharaan
Kantor

Terpenuhi- | a.Persentase 90% | 90%| 90%| 90% Program Pengadaan | Terselenggara- 4 230.000.000
nya Sarana pemanfaatan Peningkatan | Sarana dan | nya Pengadaan| layanan
dan aggaran sesuai Sarana dan | Prasarana d| Sarana dan
Prasarana DIPA dan Prasarana Lingkungan | Prasarana
Lembaga Perencanaan. Aparatur Mahkamah | Layanan
Peradilan b. Peningkatan jumlah 90% | 90%| 90% 909 X;S:Smah Agung l(g\?errnﬁelad)

sarana dan

prasarana yang

layak memadai.

-~ Mengetahui,

- Ketua,

Drs.’H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

F

Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

NIP. 19641107 198703 1 001

Watampone, 19 April 2018

Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si

NIP. 19741214 200604 1 002
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BABV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 disusun
dengan mengacu pada Rencana strategis dan Blue Print Mahkamah Agung, serta
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra
ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta
output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari
waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui Renstraini diharapkan dapat membantu pel aksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan
Agama Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian
arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan
misi Pengadilan Agama Watampone dapat terwujud dengan baik.
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/73a/SK/OT.01.2/111/2018
TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

1.

Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang
akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun perlu adanya rencana strategis,

Bahwa oleh karena perlu adanya penyesuaian, maka ditetapkan
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun
2015-2019 dan Penunjukan Tim Reviu untuk itu;

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrass Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan TataKerja;

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokraas R.I Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokraasi R.I Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2015 tetang Organisas dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA TRATEGIS
(RENSTRA) 2015-2019



Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019
Pengadilan Agama Watampone Kelas | A;

Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
menyusun laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019
Pengadilan Agama Watampone Kelas| A;

Tim tersebut bertugas sgak tanggal ditetapkan keputusan ini dan
berakhir setelah selesal seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu
Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone
Keasl A;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sgak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Watampone
Padatangga : 1 Maret 2018
Ketua,

“Drs. H. Pandi. SH.. M H.
NIP. 19601231 199003 1 033

I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. KetuaPengadilan Tinggi Agama M akassar;

2. Arsip.



Lampiran Keputusan K etua Pengadilan Agama Watampone
- W20-A2/73a/SK/OT.01.2/111/2018

Nomor

Tangga

: 1 Maret 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

JABATAN DALAM JABATAN
NO. NAMA/NIP KEDINASAN DALAM TIM
1. | Drs. H. Pandi SH., M.H. Ketua Penanggung Jawab
NIP. 19601231 199003 1 033
2. | Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengarah
NIP. 19570717 198703 1 005
3. | Kamauddin, SH., M.H. Panitera Ketua
NIP. 19641107 198703 1 001
4. | H. Andi Fgjar Sam Sawerilongi, | Sekretaris Sekretaris
SE. M.S.
NIP. 19741214 200604 1 002
5. | Dra. Rosdiana Wakil Panitera Wakil Sekretaris
NIP. 19661020 199303 2 003
6. | Drs. Jamaluddin Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19620412 199203 1 006
7. | Dra. Muliati Panitera Muda Permohonan | Anggota
NIP. 19621231 198903 2 018
8. | Dra Hj. Munirah Panitera Muda Gugatan Anggota
NIP. 19621231 199402 2 002
9. | Nurhidayah, SAg, M.H. Kasubbag. Umum Dan Anggota
NIP. 19780705 2002 12 2 001 Keuangan
10. | Maftukhah Mustafa, S.Kom Kasubbag. Pelaporan, IT Anggota
NIP. 19860324 201101 2 014 dan Perencanaan
11. | Hj. Asmah, S.H. Kasubbag. K epegawaian Anggota
NIP. 19661127 198703 2 001 dan Ortaa

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal

I

: 1 Maret 2018

Drs. H. Pandi SH.. M .H.

N1P. 19601231 199003 1 033
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SK PENETAPAN REVIU IV
RENSTRA 2015-2019

~N




Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

Pertama

Kedua

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/82/0T.01.2/SK/1VV/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-UnNamor 25 Tahun
2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Hasiona

2. Bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakargdi@lan Agama
Watampone dalam upaya peningkatan kinerja, diparlyenyesuaian visi,
misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalamerRana Strategis
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 — 2019;

3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakaimk&mah Agung RI
perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Agamtariygne Tahun
2015 — 20109.

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang pésarb kedua atas
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkahgang.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang &skan Kehakiman.

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentangbpdsan kedua atas
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradiigama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tgritataporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tgriRemcana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tenksdudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004ngmanyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Takoih5-2019
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DiRentama digunakan
sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone gedeancanaan kinerja



tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian p#daporan atas
pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapldengan ketentuan apakb

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbsgkiagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 19 April 2018

~Ketya Pengadilan Agama Watampone

-

- Drs. H. Pandi, SH.. M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.



MATRIK REVIU III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 -2019

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone YAgging”

Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biagam dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya apageradilan dalam rangka peningkatan pelayanda pesyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembiraanefektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi damayjemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana daanam@a peradilan sesuai dengan ketentuan yandunerla

Tujuan Sasaran Target Strategis
No ; Target ;
Uraian IE?L':‘}? Uraian Indikator Kinerja |2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program Kegiatan Ilggéli(;l:r: Target | Anggaran
1 | Terwujudnya Persentase 80% | Terwujud- a. Persentase sisa 100% 100%|100%/| 100%|100% - - - - -

kepercayaan para pihak nya Proses perkara yang

masyarakat yang percaya Peradilan diselesaikan

te.r?adap terhadap yang Pasti, I 50 centase perkara 90%| 91% | 90%| 90%| 909 - - - - -

Zlesrzg;lan sste(rjnl d;arllnsparan yang diselesaikan

peradilan

melalui proses Akuntabel tepat wakiu

peradilan c. Persentase - - 10 %| 10% | 10% - - - - -

yang pasti, penurunan sisa

transparan damn perkara

akuntabel. d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
+ Banding 90%] 95 % | 90 %| 90% | 90% - - - - -
e Kasasi 95%| 95 % | 95 % | 90% | 90% B ) - } -
e PK 97%| 99 % | 99 % | 99% | 99% - } } - -




e. Index responden - 85 87 90 - - - - -
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan pengadilan
Terwujudnya Persentase 90% | Peningkatan| a.Persentase Isi 100%| 100%]| 100%| 100% - - - - -
penyederhanar perkara yang Efektivitas putusan yang
an proses diselesaikan Pengelolaan| diterima oleh para
penanganan tepat waktu Penyelesaian pihak tepat waktu.
ﬁqeél;?;? Perkara .Persen_tase Pgrkara 3% | 1%| 1%| 1% - - - - -
pemanfaatan yang Dlselesa|kan
teknologi melalui Mediasi
informasi . Persentase berkas 100%]| 100%| 100%|100% - - - - -
perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu.
.Persentase putusan - 1% | 1%| 1% - - - - -
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus.
Terwujudnya | Persentase 100% | Meningkat- | a.Persentase Perkara - 1100%]100% |100%| Program Peningkatan| Terselenggara- 60 23.460.000
peningkatan | Perkara Prode nya Akses Prodeo yang Peningkatan | Manajemen | nya Perkard
akses yang Peradilan diselesaikan. Manajemen | Peradilan Penyelesaian
peradilan bagi| diselesaikan bagi Peradilan Agama Perkara di
masyarakat Masyarakat Agama Lingkungan
miskin dan Miskin dan Peradilan
terpinggirkan Terpinggir- Agama melalui
kan pembebasan

biaya perkara.




Persentase 100% b. Persentase perkara100% 100%| 100%| 100%|100% Terselenggara-| 16 71.200.000
perkara yang yang diselesaikan nya Kegiatan
diselesaikan di di luar Gedung Penyelesaian
luar Gedung Pengadilan. Perkara di
Pengadilan. Lingkungan
= ] Peradilan
ersentase 100% c. Persentase Perkara - - | 100%]| 100%]|100% A Melalui
Perkara Permohonan gama Vietalul
Permohonan (Voluntair) Sidang di Lgar
: : Gedung / Sidang
(Voluntair) Identitas Hukum.
Identitas Terpadu
Hukum.
Persentase 100% d. Persentase Pencali - - |100%] 100%|100% Terselenggara- {520 Jam 52.000.000
Pencari Keadilan Golongan nya Layanan layanan
Keadilan Tertentu yang Bantuan Hukum
Golongan Mendapat Layanar di Lingkungan
Tertentu yang Bantuan Hukum Peradilan
Mendapat (Posbakum). Agama
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum).
Terwujudnya | Persentase 100% | Meningkat- | Persentase Putusan |75% | 100%| 100%| 100% |100% - - -
pelayanan Putusan nya Perkara Perdata yang
prima bagi Perkara Kepatuhan | Ditindaklanjuti
masyarakat Perdata yang Terhadap (dieksekusi)
pencari Ditindaklan- Putusan
keadilan juti Pengadilan
(dieksekusi)
Peningkatan | 100% | Peningkatan a.Persentase - |100%]|100%| 100%)| 100% - - -
Kuantitas dan Kuantitas pelaksanaan
Kualitas dan Kualitas| pengawasan Hakin
Pengawasan Pengawasar] Pengawas Bidang
Kinerja Aparat (Hawashid)
peradi an, baik b. Persentase hasil |100%]| 100%)| 100%| 100% |100% . - -
temuan internal
maupun

yang ditindaklanjuti




Eksterna c. Persentase hasil |100%]| 100%| 100%]|100% | 100% - - - - -
temuan eksternal
yang ditindaklanjuti
d. Persentase jumlah |100%)| 100%| 100%|100% |100% - - - - -
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Persentase 90% | Meningkat- | a.Persentase putusan - |100%| 50% | 50% | 50% - - - - -
jumlah menu kan yang telah dimuat
website yang Transparansi| dalam direktori
ter-update Peradilan putusan Mahkamah
Agung
b.Persentase jumlah| - 85% | 90% | 90%| 90% Program Pembinaan | Terselenggara- 1 1.000.000
menu website yang Dukungan Administrasi| nya keterbukaan Tahun
ter-update Manajemen | & informasi /
dan Pengelolaan| transparansi
Pelaksanaan| Keuangan | peradilan
Tugas Teknis| Badan Urusg melalui website
Lainnya Administrasi
Mahkamah
Agung
Meningkatnya | 90% | Terwujudnya a.Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
pengelolaan Tertib kearsipan surat
mangjerial éﬁﬂ;’lﬁ:{:ﬁ' b. Persentase | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
lembaga pencatatan barang
peradilan persediaan
secara c. Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
akuntabd, pencatatan barang
efektif dan inventaris
efisen d.Persentase - | 90% | 90%| 90%| 909 - - - - -
pencatatan buku
perpustakaan
e.Persentase - 90% | 90%/| 90%| 909 - - - - -

pembuatan Daftar
Barang Ruangan




f. Jumlah laporan
SIMAK BMN tepat
waktu

90%

90%

90%

909

g.Persentase
kelengkapan data
pegawai

90%

90%

90%

909

h. Persentase surat-
surat keputusan
yang dihimpun

90%

90%

90%

909

i. Jumlah rekapitulasi

daftar hadir

90%

90%

90%

909

j- Pencatatan buku
kas umum dan
buku bantu

90%

90%

90%

90%

k. Jumlah rekonsiliasi

anggaran tepat
waktu

90%

90%

90%

909

[. Jumlah laporan
pertanggungjawa-

ban bendahara tep

waktu

90%

90%

90%

909

m. Persentase arsip
pertanggung

jawaban anggaran

90%

90%

90%

909

n.Persentase arsip
Laporan Tahunan

90%

90%

90%

0. Persentase arsip
Dokumen SAKIP

90%

90%

90%

p.Persentase
Dokumen
Penyusunan
RKAKL Tahun
Anggaran
berikutnya tepat
waktu.

90%

90%

90%




g.Pelaporan - 90% | 90%| 90% - - - - -

monitoring evaluas

realisasi anggaran

Satker 307509 dan

Satker 309076 tepat

waktu
Tercapainya| a.Persentase 90% | 90%| 90%| 90% Program Pembinaan | Terselenggara-| 12 [6.334.610.00
Realisasi pembayaran gaji Dukungan Administrasi| nya Pembayarah Bulan
Belanja Manajemen | & Gaji & layanan
Pegawai dar dan Pengelolaan| Tunjangan
Belanja b.Persentase belanja 90% | 90%| 90% 909 Pelaksanaa_n Keuangan Terselenggara- 721.472.000
Barang : Tugas Teknis| Badan

operasional dan Lainnya Urusan nya Pembayaran

pemeliharaan Mahkamah | Administrasi Biaya

perkantoran A Operasional &

gung Pemeliharaan
Kantor

Terpenuhi- | a.Persentase 90% | 90%| 90%| 90% Program Pengadaan | Terselenggara- 4 230.000.000
nya Sarana pemanfaatan Peningkatan | Sarana dan | nya Pengadaan| layanan
dan aggaran sesuai Sarana dan | Prasarana d| Sarana dan
Prasarana DIPA dan Prasarana Lingkungan | Prasarana
Lembaga Perencanaan. Aparatur Mahkamah | Layanan
Peradilan I 5 eningkatan jumiaf 90% | 90%| 90%| 909 X;Sr'fgmah Agung '(g\?err”ﬁ;ad)

sarana dan
prasarana yang
layak memadai.

Mengetahui,
~Ketua,
KANN

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

NIP. 19641107 198703 1 001

Watampone, 19 April 2018

Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si

NIP. 19741214 200604 1 002



